
i 

 

 

 

 

PENGAWASAN DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI  

 

 

(Skripsi) 

 

 

 

 

Oleh  

 

Muhammad Junaidi 

NPM : 2152011161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG  

2025 

 

 

 



ii 
 

 

 

 

ABSTRAK 
 

PENGAWASAN DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI  

Oleh 

MUHAMMAD JUNAIDI 

Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi memiliki peran penting dalam 

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Namun, implementasi kebijakan ini 

masih menghadapi berbagai tantangan, seperti penyalahgunaan subsidi, 

ketidaktepatan sasaran, serta lemahnya pengawasan dan koordinasi antarinstansi. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola pengawasan distribusi BBM 

bersubsidi, dan koordinasi antar instansi, untuk mengidentifikasi kendala yang 

dihadapi, serta menawarkan solusi guna meningkatkan efektivitas pengawasan. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Jenis data terdiri dari data 

sekunder yang di peroleh melalui sumber ilmiah atau penelitian-penelitan terdahulu 

yang kemudian di analisis dan diolah menggunakan teknik deskriptif-kualitatif. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pengawasan, dan koordinasi yang 

dilakukan melalui regulasi yang ditetapkan oleh BPH Migas, Kepolisian, instansi 

terkait, dan pemerintah daerah, serta melalui penerapan teknologi seperti sistem 

MyPertamina. Namun, masih terdapat berbagai hambatan, termasuk lemahnya 

penegakan hukum, keterbatasan sumber daya pengawas, serta modus 

penyalahgunaan yang semakin kompleks. Sebagai solusi, diperlukan penguatan 

regulasi, optimalisasi teknologi dalam pemantauan distribusi, serta peningkatan 

sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam 

pengawasan BBM bersubsidi. Dengan perbaikan sistem pengawasan yang lebih 

transparan dan ketat, diharapkan subsidi BBM dapat tersalurkan dengan lebih tepat 

sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang berhak. 

Kata kunci: Pengawasan, Distribusi, BBM Bersubsidi, BPH Migas 
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ABSTRACT 
 

SUPERVISION OF SUBSIDIZED FUEL DISTRIBUTION 

By 

MUHAMMAD JUNAIDI 

The distribution of subsidized fuel (BBM) plays a crucial role in the economy and 

public welfare. However, the implementation of this policy still faces various 

challenges, such as subsidy misuse, inaccurate targeting, and weak supervision and 

coordination among institutions. This study aims to analyze the supervision 

patterns of subsidized fuel distribution and inter-agency coordination to identify the 

challenges encountered and propose solutions to enhance the effectiveness of 

supervision. 

This study employs a normative juridical method. The data consists of secondary 

data obtained from scientific sources or previous studies, which are then analyzed 

and processed using a descriptive-qualitative technique. 

The findings indicate that supervision patterns and coordination are carried out 

through regulations established by BPH Migas, the police, relevant institutions, and 

local governments, as well as through the implementation of technology such as the 

MyPertamina system. However, several obstacles remain, including weak law 

enforcement, limited supervisory resources, and increasingly complex subsidy 

misuse schemes. As a solution, it is necessary to strengthen regulations, optimize 

technology in distribution monitoring, and enhance synergy between the 

government, law enforcement agencies, and the public in supervising subsidized 

fuel. By improving a more transparent and stringent supervision system, subsidized 

fuel distribution is expected to be more accurately targeted and provide maximum 

benefits to the rightful recipients. 

 

Keywords: Supervision, Distribution, Subsidized Fuel, BPH Migas 
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MOTTO 

 

 

 يسُْرًا  الْعسُْرِ  مَعَ  إِن   ,يسُْرًا الْعسُْرِ  مَعَ  فإَنِ  

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”  

(QS. Asy-Syarh: 5) 

 

 وَصَلَ  الد رْبِ  عَلىَ  سَارَ  مَنْ 

“Siapa yang menapaki jalannya maka akan sampai pada tujuannya” 

 

“Bahwa apa yang telah melewatkanku tidak akan pernah menjadi milikku, dan 

apa yang telah ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku” 

(Umar bin Khattab) 

 

“Tak ada penyakit yang membunuh tubuhmu, lebih dari kesedihan dan pikiran 

yang berlebihan”  

(Habib Umar bin Hafidz) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahan bakar minyak kini menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. 

Bahan-bakar minyak bersubsidi adalah bahan bakar minyak yang didukung oleh 

pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara Pertamina yang memberikan 

subsidi kepada masyarakat dan sektor ekonomi kurang mampu agar dapat 

menggunakan bahan bakar binyak bersubsidi. Namun di balik subsidi bahan makar 

minyak yang diberikan pemerintah kepada masyarakat menengah ke bawah dan 

pengusaha, banyak oknum oknum yang menimbun bahan bakar minyak bersubsidi 

pemerintah.  

 

Pemerintah telah mengambil tindakan tegas dan diatur dalam Pasal 55 Undang-

Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengatur 

bahwa siapa pun yang menyalahgunakan dan/atau memperdagangkan bahan bakar 

minyak, atau gas bersubsidi akan dikenakan sanksi berupa hukuman penjara 6 tahun 

dan denda maksimal 60 miliar.1 Indonesia merupakan salah satu negara di dunia 

yang menerapkan kebijakan subsidi bahan bakar minyak untuk mendukung 

masyarakat kelas bawah Indonesia, karena bahan bakar merupakan salah satu 

kebutuhan pokok masyarakat modern saat ini.2 

 

Niat baik Pemerintah dalam menurunkan harga bahan bakar minyak tidak serta 

merta menghasilkan dampak sosial yang positif, dalam arti bahwa tujuan yang 

ditargetkan secara khusus pada masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi 

juga dinikmati secara luas oleh masyarakat kelas atas. Oleh karena itu, bisa 

 
1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 
2  Fauzan Nur & sobri. 2016. Fenomena Penimbunan BBM Bersubsidi di Kota Pekanbaru. Disi 

Lain Realita, 1(1), 84-89. 
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dikatakan besarnya dana yang dikeluarkan pemerintah (puluhan triliun) untuk 

menutupi separuh harga bahan bakar minyak dari harga standar hanya 

menguntungkan masyarakat kelas menengah atas.  

 

Pasalnya, masyarakat kelas menengah atas yang memiliki kendaraan roda empat 

(mobil) justru membutuhkan bahan bakar lebih banyak dibandingkan masyarakat 

menengah ke bawah yang hanya menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor). 

Selain permasalahan di atas, ternyata masih banyak permasalahan lain dalam 

pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi ke daerah. Keterlibatan pengguna 

bahan bakar bersubsidi oleh segelintir orang untuk memperoleh keuntungan dengan 

cara menimbun bahan bakar untuk dijual dengan harga yang relatif di bawah harga 

industri, dengan tujuan untuk dijual kepada industri atau perusahaan mitra. Akibat 

fenomena ini, masyarakat seringkali kehabisan bahan bakar bersubsidi. Menimbun 

bahan bakar bersubsidi untuk dijual dengan harga industri jelas merupakan 

kejahatan dan tidak hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga 

menghilangkan hak asasi masyarakat miskin penerima subsidi. 

 

Peristiwa penjualan bahan bakar minyak tanpa izin telah banyak terjadi di berbagai 

tempat. Kegiatan ini mencakup pengumpulan, penampungan, dan penyimpanan 

serta perdagangan tanpa izin yang sesuai dengan izin usaha pengelolaan yang 

seharusnya mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah. Hal ini melanggar 

ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.  

 

Penyalahgunaan dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu untuk 

menguntungkan diri sendiri. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan atau 

mengambil keuntungan dari kondisi suatu tempat atau daerah yang mengalami 

kelangkaan bahan bakar minyak atau yang kondisinya jauh dari SPBU.3 Pemerintah 

telah menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 

Tahun 2013 tentang Pengelolaan Konsumsi bahan bakar minyak. 

 
3 Rinto Marpaung, Deny Guntara, & Farhan Asyhadi3 2023. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap 

Pelaku Tindak Pidana yang Menjual Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin Dihubungkan 

dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi studi kasus di 

wilayah hukum kepolisian resor karawang. Rechtscientia: Jurnal Mahasiswa Hukum, 3(2), 97-114. 
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Peraturan ini mengatur secara luas jumlah bahan bakar yang tersedia bagi 

perusahaan ekstraksi minyak milik negara (Pertamina) berdasarkan keputusan 

pemerintah. sebagai dampak dari penetapan harga bahan bakar minyak oleh 

Pemerintah dan Pertamina bertanggung jawab atas penyedia dan pelayanan bahan 

bakar minyak.4 

Penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi oleh sebagian oknum masyarakat 

sangat merugikan, baik bagi pemerintah maupun bagi mereka yang sebenarnya 

membutuhkan. Seharusnya subsidi bahan bakar minyak diberikan dengan tujuan 

untuk membantu golongan masyarakat yang kurang mampu dalam menjalankan 

aktivitas sehari-hari, namun jika disalahgunakan, subsidi tersebut tidak tepat 

sasaran dan tidak memberikan manfaat langsung kepada mereka yang 

membutuhkannya.5 Oleh karena itu, beranjak dari identifikasi permasalahan 

tersebut, penulis tertarik menganalisis bagaimana kewenangan Pemerintah terkait 

penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi. Dengan demikian, penulis mengambil 

judul skripsi “Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi” 

 

1.2 Permasalahan dan Ruang Ringkup Masalah 

1.2.1  Permasalahan 

Setelah apa yang sudah di paparkan pada latar belakang di atas, maka di tentukan 

beberapa rumusan masalah yang menjadi beberapa objek kajian pembahasan, yaitu: 

1. Bagaimana pola pengawasan bahan bakar minyak bersubsidi? 

2. Bagaimana koordinasi antar instansi dalam pengawasan bahan bakar 

minyak bersubsidi? 

 

 

 

 

 

 
4Ozi Suhendra Sitompul & Syaddan Dintara Lubis. 2023. “Tinjauan Hukum Pidana dan Hukum 

Pidana Islam Terhadap Penimbunan dan Penjualan BBM Bersubsidi”. Legal Standing: Jurnal Ilmu 

Hukum, 8(1), 95-109. 
5Roy Bastanta Meliala. 2023. ”Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Pengangkutan Bahan Bakar Subsidi Secara Ilegal”, studi putusan no. 825/pid. sus/2020/pn tjk”. 
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1.2.2  Ruang Lingkup  

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari ruang lingkup keilmuan 

dan ruang lingkup objek kajian. Penelitian ini adalah kajian Hukum Administrasi 

Negara, Khususnya lingkup pengawasan dalam menanggulangi penimbunan bahan 

bakar minyak ilegal, sedangkan objek kajian dari penelitian ini adalah Pemerintah 

Daerah, BPH Migas, dan Aparatur Penegak Hukum 

 

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang akan di kaji, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pola pengawasan dalam mengawasi bahan bakar minyak 

bersubsidi. 

2. Untuk mengetahui proses pengawasan koordinasi antar instansi. 

 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian ini, terdapat dua kegunaan utama: kegunaan teoritis 

dan kegunaan praktis. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

pemahaman kita tentang konsep-konsep tertentu dalam bidang tersebut atau untuk 

menguji dan mengembangkan teori-teori yang sudah ada. Sementara itu, kegunaan 

praktisnya adalah untuk memberikan wawasan yang dapat diterapkan dalam 

konteks dunia nyata, seperti memberikan rekomendasi kebijakan atau solusi untuk 

masalah yang ada. Adapun kegunaan nya adalah: 

a. Kegunaan teoritis 

Harapannya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa 

pemikiran dan pengetahuan dalam bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara. 

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan 

pemahaman kita tentang aspek-aspek tertentu khususnya dalam lingkup 

pengawasan, serta mungkin juga memberikan dasar untuk pengembangan lebih 

lanjut dalam bidang ini. 
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b. Kegunaan Praktis 

Harapannya, hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan wawasan 

kepada penulis dan masyarakat mengenai kebijakan pengawasan bahan bakar 

minyak bersubsidi. Sehingga, kedepannya masyarakat lebih sadar terkait 

penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengawasan 

Pengawasan merupakan salah satu bidang kajian yang bersifat multidisipliner, 

melibatkan berbagai perspektif dari berbagai bidang seperti ilmu administrasi, ilmu 

politik, ekonomi, hukum, serta disiplin ilmu sosial lainnya. Dalam upaya 

mendeskripsikan definisi pengawasan, ditemukan beragam pengertian dan istilah 

yang bervariasi. Beberapa istilah yang sering dikaitkan dengan konsep pengawasan 

meliputi control, power, authority, dan influence.6 Pengawasan memegang peran 

kunci dalam manajemen, karena bertanggung jawab untuk mendeteksi potensi 

penyimpangan dalam aktivitas yang dilakukan oleh sebuah instansi atau organisasi. 

Penyimpangan-penyimpangan ini, jika dibiarkan, bisa menyebabkan kerugian yang 

signifikan, tetapi dengan pengawasan yang efektif yang dilakukan oleh manajemen, 

risiko ini dapat diminimalkan. 

Pengawasan adalah langkah preventif atau bermaksud untuk mencegah terjadinya 

penyelewengan terhadap prosedur dan tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus 

memperbaikinya apabila benar-benar ditemukan penyelewenangan itu. Jadi, 

pengawasan meliputi juga tindakan korektif dan sekaligus memberikan hukuman 

jika dari pengawasan ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan. Pentingnya 

pengawasan diperkuat oleh realitas bahwa tanpa pengawasan yang tepat, individu 

cenderung untuk menunjukkan perilaku yang merugikan, seperti menunda-nunda, 

kurangnya dedikasi dalam pekerjaan, atau bahkan tindakan kecurangan. Hal ini 

dapat mengakibatkan pencapaian tujuan yang tidak efisien dan efektif. 

Penyempurnaan pengawasan dalam lingkungan birokrasi pemerintah didasarkan 

pada dorongan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan 

 
6 Rahayu Subekti, Roslila Anggraeni, Nanda Putri arizka, 2022, Hukum Administrasi Negara, 

Bandung, Widina Bhakti Persada. 



7 

 

tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Untuk memastikan bahwa 

manusia dapat memberikan kontribusi maksimal, manajemen yang efektif 

diperlukan. Hal ini melibatkan memberikan pelatihan dan menerapkan prinsip-

prinsip ilmu sosial dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai.7 

 

2.1.1 Macam Macam Pengawasan 

1) Pengawasan Preventif 

Pengawasan yang dilakukan sebelum suatu kebijakan atau tindakan administratif 

dilaksanakan, bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan sejak awal. 

Pengawasan preventif diartikan sebagai bersifat mencegah sementara, diartikan 

bersifat mencegah agar tidak terjadi sesuatu dan kewenangannya diletakan pada 

pejabat yang berwenang. Secara umum pengawasan itu mempunyai arti yang luas, 

yaitu suatu proses, cara perbuatan pengontrolan, pemeliharaan dan pemeriksaan 

dengan memberikan petunjuk atau pedoman untuk melaksanakan suatu kegiatan.8 

Pengawasan dalam aspek preventif sangat diperlukan karena dapat mencegah 

munculnya masalah. Perancang sistem harus memfokuskan kontrol pada kontrol 

preventif, yang lebih ekonomis dan lebih interpersonal. Aspek kontrol preventif 

harus ditekankan oleh perancang sistem agar penyelenggaraan pelayanan lebih 

ekonomis dan hubungan interpersonal dapat tercipta lebih baik lagi untuk dapat 

mencegah masalah sebelum muncul daripada memperbaikinya setelah terjadi. 

Menurut Revrisond Baswir pengawasan preventif bertujuan untuk:  

a. mencegah penyimpangan dari ketentuan dasar yang telah ditetapkan  

b. memberikan pedoman untuk melaksanakan kegiatan yang efektif dan efisien  

c. menentukan siapa yang memiliki wewenang dan tanggung jawab 

2) Pengawasan Represif 

Pengawasan represif merupakan proses pengawasan yang dilakukan ketika 

pekerjaan telah selesai dilakukan. Hakikatnya adalah untuk memastikan hasil 

 
7Anggun Badriyansyah. 2022. “Pengawasan Melekat Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai 

Kantor Kecamatan Sako Kota Palembang”, Indonesia. Jurnal Studia Administrasi, 4(1), 32-39. 
8 Zarkasi, A. 2011. “Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah”. Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 2(1), 

43257. 
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pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan. Pengawasan 

ini menggunakan empat sistem pengawasan yaitu verifikatif, investigatif, inspektif, 

dan komparatif. Pengawasan ini bertujuan untuk menjamin hasil pelaksanaan 

pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.9 

3) Pengawasan Internal 

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang 

ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam 

bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau 

pengawasan melekat.10 Pengawasan melekat sendiri dibentuk melalui Instruksi 

Presiden Nomor 1 Tahun 1989 mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengawasan 

menjelaskan bahwa Waskat ialah rangkaian kegiatan pengendalian yang terus 

menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, baik secara 

preventif maupun represif, yang bertujuan agar pelaksanaan tugas bawahannya 

dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sesuai dengan rencana kegiatan dan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Lembaga Administrasi Negara 

Republik Indonesia (LAN RI) menjelaskan bahwa pengawasan melekat (Waskat) 

adalah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap 

bawahannya dan unit kerja yang mereka pimpin. 

Beberapa pendapat dari para ahli tentang waskat: 

1. Situmorang mengatakan bahwa pengawasan melekat yaitu berupa tindakan atau 

kegiatan usaha untuk mengawasi dan mengendalikan anak buah secara langsung, 

yang harus dilakukan sendiri oleh setiap pimpinan organisasi. 

2. Harold Koontz dan Cyril O’donnel dalam Lubis berpendapat bahwa waskat 

adalah “penilaian dan koreksi atas pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh 

bawahan dengan maksud untuk mendapatkan keyakinan atau menjamin 

perusahaan guna mencapai tujuan yang akan dicapai.” 

 
9 Sari, J. A., Ismowati, M., Sukmawati, N., & Arma, N. A. 2022. “Pengawasan Pelayanan Publik 

oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat”. Publikauma: Jurnal Administrasi Publik 

Universitas Medan Area, 10(2), 127-136. 
10 https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82 

(Diakses pada tanggal 10 februari 2025 pukul 18:51 WIB) 

https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82
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3. Inu Kencana Syafiie berpendapat bahwa waskat “pengawasan melekat adalah 

aktivitas membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa 

yang direncanakan sebelumnya, karenanya diperlukan kriteria, norma, standar 

dan ukuran”. 

4. Mandell dan Sally H. Greenberg dalam buku manajemen Sumber daya Manusia 

Karangan Moekijat beranggapan bahwa: “Semua pekerjaan yang bersifat 

mengawasi pada umumnya mempunyai tugas-tugas tertentu, meskipun tugas-

tugas ini secara kualitatif dan kuantitatif berbeda dengan yang lain”. 

 

Menurut Moekijat dalam bukunya "Manajemen Sumber Daya Manusia", sifat-sifat 

atau ciri-ciri pengawasan melekat yang efektif dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Ia memenuhi keinginan pegawai-pegawai bawahannya. Ia memenuhi keinginan 

pegawai-pegawai bawahannya. 

b. Ia selalu memberikan keterangan yang sebaikbaiknya kepada pegawai-pegawai 

lainnya. 

c. Ia mengizinkan pegawai-pegawai menggunakan kebijaksanaan- kebijaksanaan 

dan putusan-putusan sendiri sebanyak yang mereka sanggup semuanya. 

d. Ia tidak melampaui batas wewenang dari para ahli. 

e. Ia membuka pintu selebar-lebarnya untuk keperluan konferensi-konferensi dan 

pembicaraan-pembicaraan dengan para bawahannya. 

f. Ia menerima kemungkinan untuk tidak populer di antara beberapa pegawai 

bawahannya. 

g. Ia tidak selalu optimis mengenai keadaan semangat kerja para pengawai dalam 

organisasi untuk mana ia mempunyai tanggung jawab. 

h. Ia berusaha supaya kepala-kepala pembantunya menafsirkan dan melaksanakan 

perintah-perintah dengan sebaik-baiknya. 

i. Ia berusaha mengubah peraturan yang dalam praktek tidak mencapai hasil yang 

diharapkan 

j. Ia menerima kemungkinan, bahwa beberapa orang bawahannya adalah lebih 

cerdas dan cakap dari pada dirinya sendiri.11 

 
11 Anggun Badriyansyah. 2022. “Pengawasan Melekat Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai 

Kantor Kecamatan Sako Kota Palembang”, Indonesia. Jurnal Studia Administrasi, 4(1), 32-39. 
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4) Pengawasan Eksternal 

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan 

yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Pengawasan eksternal memiliki 

beberapa fungsi, di antaranya: Memastikan pelaksanaan tugas dan kegiatan sesuai 

dengan yang semestinya, Memastikan akuntabilitas, Memastikan transparansi, 

Memastikan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.12 

 

2.1.2 Pengawasan BBM Bersubsidi 

Bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu kebutuhan utama bagi 

masyarakat Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, sektor 

transportasi menjadi pengguna terbesar BBM, dengan konsumsi mencapai 65% 

atau sekitar 45,9 juta kiloliter, dan angka ini terus meningkat setiap tahunnya. Kasus 

penjualan bahan bakar minyak tanpa izin telah banyak terjadi di berbagai wilayah. 

Praktik ini mencakup kegiatan ilegal seperti mengumpulkan, menampung, dan 

menyimpan bahan bakar tanpa izin, serta menjalankan usaha niaga yang tidak 

sesuai dengan izin usaha pengelolaan yang telah ditetapkan. Hal ini bertentangan 

dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang mengharuskan adanya 

rekomendasi dari pemerintah daerah. Untuk memastikan pemerataan akses 

ekonomi dan pembangunan, Untuk memastikan pemerataan akses ekonomi dan 

Pembangunan.13 

Namun, dalam praktiknya, penyaluran subsidi BBM masih belum tepat sasaran. 

Banyak kelompok masyarakat mampu yang turut memanfaatkan BBM bersubsidi. 

Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa 80% konsumsi Pertalite 

dinikmati oleh masyarakat mampu, sementara 89% Solar subsidi digunakan oleh 

dunia usaha dan kelompok masyarakat yang lebih mampu. Pada awal Juli 2022, PT 

Pertamina menerapkan kebijakan baru yang diberi nama subsidi tepat sasaran yang 

mewajibkan pengguna bahan bakar Pertalite dan Solar subsidi untuk mendaftarkan 

 
12 https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-

administrasi-negara (Diakses pada tanggal 10 februari 2025 pukul 19:14 WIB) 
13 Wola, M. G. 2019. “Penegakan Hukum Terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin 

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi”. Lex Et 

Societatis, 7(6). 

https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara
https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara
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QR code kendaraannya melalui aplikasi MyPertamina. Kebijakan ini bertujuan 

untuk memperbarui basis data pengguna, sehingga penyaluran subsidi BBM dapat 

lebih tepat sasaran di masa mendatang.14 

 

2.1.3 Kewenangan Melakukan Pengawasan 

Kewenangan dalam bahasa Inggris disebut Authority, yang mengacu pada hak 

untuk melakukan sesuatu atau memberi perintah kepada orang lain untuk 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu demi mencapai tujuan tertentu. Di dalam 

konsep kewenangan terdapat istilah wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk 

melakukan tindakan hukum publik. Istilah wewenang atau kewenangan sering kali 

disamakan dengan istilah Belanda "bevoegdheid" (yang berarti wewenang atau 

kekuasaan). Wewenang adalah elemen yang sangat penting dalam Hukum Tata 

Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintah hanya dapat menjalankan 

fungsinya berdasarkan wewenang yang dimilikinya. Dalam Kamus Umum Bahasa 

Indonesia, kewenangan diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan 

untuk melakukan suatu Tindakan.15 

Pengawasan bertujuan memastikan hasil pelaksanaan pekerjaan tercapai secara 

efisien dan efektif, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, 

sehingga keberhasilan dalam manajemen dapat diwujudkan. Menurut van Metter 

dan van Muller membatasi pengertian pelaksanaan yaitu “Tindakan-tindakan yang 

dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun 

swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam 

keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Pelaksanaan pengawasan pada 

dasarnya bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyelewengan atau 

penyimpangan dari tujuan yang ingin dicapai. Dengan pelaksanaan pengawasan, 

diharapkan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dapat berjalan secara 

efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Melalui pengawasan, 

 
14 Wardhani, P. A., Luqman, Y., & Rakhmad, W. N. 2023. “Sikap Media Detik. Com Terhadap 

Kebijakan Subsidi Tepat Sasaran Mypertamina”. Jurnal Interaksi Online, 11(4), 61-72. 
15Merli Herlina. 2021. “Sumber Kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, Universitas 

Ekasakti Padang. 
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tercipta sebuah aktivitas yang berkaitan erat dengan penilaian atau evaluasi 

terhadap sejauh mana pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan.16 

Dalam studi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, kewenangan 

memegang peran yang sangat penting. F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek bahkan 

menyebutnya sebagai konsep inti dalam kedua bidang hukum tersebut, "Het begrip 

bevoegdheid is dan ook een kernbegrip in het staats-en administratief recht." 

Menurut P. Nicolai, kewenangan mencakup hak dan kewajiban sebagai berikut. 

"Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die 

op rechtsgevolg gericht zijn en dus ertoe strekken dat bepaalde rechtsgevolgen 

onstaan of teniet gaan). Een recht houdt in de (rechtens gegeven) vrijheid om een 

bepaalde feitelijke handeling te verrichten of na te laten, of de (rechtens gegeven) 

aanspraak op het verrichten van een handeling door een ander. Een plicht 

impliceert een verplichting om een bepaalde handeling te verrichten of na te laten" 

(Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yaitu tindakan-tindakan 

yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai 

timbul dan lenyapnya akibat hukum. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau 

tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk mela- kukan 

tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau 

tidak melakukan tindakan tertentu).17 

Cara memperoleh kewenangan antara lain: 

1) Atribusi (atributie) merupakan wewenang pemerintahan yang berasal dari 

peraturan perundang-undangan, yang berarti bahwa wewenang pemerintah 

tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Wewenang ini dikenal sebagai asas legalitas (legaliteitsbeginsel), dan wewenang 

ini bisa didelegasikan. 

2) Delegasi merupakan proses dimana suatu badan atau jabatan pemerintahan 

melimpahkan kekuasaan yang telah diberikan kepadanya kepada badan atau 

 
16 Djadjuli, D. 2018. ”Pelaksanaan pengawasan oleh pimpinan dalam meningkatkan kinerja 

pegawai”. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 4(4), 565-573. 
17 Ridwan.HR,2018, Hukum Administrasi Negara, Depok, Rajawali Pers hal 101 
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jabatan lainnya. Dengan kata lain, delegasi se lalu melibatkan pemberian 

kekuasaan yang awalnya telah diatribusikan kepada badan atau jabatan tersebut. 

3) Dalam konteks Hukum Administrasi Negara, mandat didefinisikan sebagai 

instruksi untuk melaksanakan tugas dari atasan. Kewenangan yang diberikan 

dapat dilaksanakan kapan saja oleh pemberi mandat, dan tidak ada transfer 

tanggung jawab yang terjadi.18 

Pengendalian yang tepat terhadap BBM subsidi dapat memastikan bahwa alokasi 

subsidi tidak salah sasaran dan benar-benar sampai pada masyarakat yang 

membutuhkan. Pengawasan yang ketat dari pihak berwenang juga dibutuhkan 

untuk menghindari penyalahgunaan atau penyelewengan distribusi yang bisa 

merugikan banyak pihak, baik itu dari segi ekonomi maupun lingkungan. Dengan 

langkah-langkah yang tepat dalam pengendalian dan pengawasan BBM subsidi 

serta sistem kompensasi yang efektif, Indonesia dapat mewujudkan energi 

berkeadilan, di mana semua masyarakat, baik yang kaya maupun yang kurang 

mampu, dapat merasakan manfaat energi dengan cara yang berkelanjutan dan adil.19 

Beberapa instansi terkait yang berwenang melakukan pengawasan BBM 

bersubsidi: 

1) Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) 

BPH Migas bertanggung jawab mengawasi dan mengatur kegiatan hilir minyak dan 

gas bumi, termasuk distribusi BBM yang dilakukan oleh Pertamina. Mereka 

memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan sesuai kuota yang 

ditetapkan20. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas, 

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002. 

2) Aparat Penegak Hukum  

Kepolisian Republik Indonesia bekerja sama dengan Pertamina dalam mengawasi 

dan menindak penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi, seperti penimbunan atau 

 
18 Merli Herlina. 2021. Sumber Kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Universitas 

Ekasakti Padang. 
19 https://www.bphmigas.go.id/wujudkan-energi-berkeadilan-melalui-pengendalian-dan-

pengawasan-bbm-subsidi-dan-kompensasi/ (Diakses pada tanggal 15 februari 2025 pukul 13:38)  
20 https://kalbarprov.go.id/berita/optimalisasi-pengawasan-dan-penyaluran-bbm (diakses pada 

tanggal 15 februari 2025 pukul 18:41 WIB) 

https://www.bphmigas.go.id/wujudkan-energi-berkeadilan-melalui-pengendalian-dan-pengawasan-bbm-subsidi-dan-kompensasi/
https://www.bphmigas.go.id/wujudkan-energi-berkeadilan-melalui-pengendalian-dan-pengawasan-bbm-subsidi-dan-kompensasi/
https://kalbarprov.go.id/berita/optimalisasi-pengawasan-dan-penyaluran-bbm
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distribusi ilegal. Pengawasan oleh pihak kepolisian contohnya melakukan 

penyelidikan dan penyusunan BAP dalam rangka pendistribusian bbm jenis 

tertentu. Pertamina mendukung penuh upaya penegakan hukum terhadap oknum 

yang melakukan pelanggaran tersebut.21 Diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 

tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2001 Tentang migas. 

3) Pemerintah Daerah (Pemda) 

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi 

penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan kompensasi agar tepat sasaran. 

Sebagai pihak yang lebih dekat dengan masyarakat, pemerintah daerah dapat 

memastikan bahwa distribusi BBM subsidi sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah pusat karna pemda mempunyai kewenangan melakukan 

pengawasan di wilayah hukumnya. Selain itu, mereka juga berperan dalam 

melakukan sosialisasi kebijakan, memantau potensi penyalahgunaan, serta 

berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menindaklanjuti pelanggaran yang 

terjadi di lapangan. Dengan pengawasan yang ketat dan sinergi antara pemerintah 

daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat, diharapkan subsidi dan 

kompensasi BBM dapat benar-benar dirasakan oleh kelompok yang berhak, 

sehingga mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara 

luas.22 

4) Masyarakat 

Peran masyarakat dalam hal melakukan pengawasan ini sangatlah penting Dengan 

adanya keterlibatan masyarakat, penyelewengan dan penyalahgunaan BBM 

bersubsidi dapat diminimalkan karena masyarakat memiliki hak untuk melaporkan 

jika terjadi adanya dugaan penyalahgunaan ke apparat penegak hukum sehingga 

subsidi yang diberikan pemerintah benar-benar tepat sasaran. Masyarakat 

diharapkan dapat melaporkan segala bentuk pelanggaran atau penyalahgunaan yang 

terjadi di lapangan, seperti penggunaan BBM subsidi oleh pihak yang tidak berhak. 

 
21 https://industri.kontan.co.id/news/pertamina-patra-niaga-dukung-kepolisian-ungkap-oknum-

penimbun-elpiji-3-kg? (Diakses pada tanggal 15 februari 2025 pukul 18: 45)  
22 https://www.bphmigas.go.id/pemerintah-daerah-berperan-penting-dalam-pengawasan-

penyaluran-bbm-subsidi-dan-kompensasi/ (Diakses pada tanggal 15 februari 18:48 WIB) 

https://industri.kontan.co.id/news/pertamina-patra-niaga-dukung-kepolisian-ungkap-oknum-penimbun-elpiji-3-kg
https://industri.kontan.co.id/news/pertamina-patra-niaga-dukung-kepolisian-ungkap-oknum-penimbun-elpiji-3-kg
https://www.bphmigas.go.id/pemerintah-daerah-berperan-penting-dalam-pengawasan-penyaluran-bbm-subsidi-dan-kompensasi/
https://www.bphmigas.go.id/pemerintah-daerah-berperan-penting-dalam-pengawasan-penyaluran-bbm-subsidi-dan-kompensasi/
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Kolaborasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat menjadi kunci 

utama dalam menciptakan sistem distribusi BBM subsidi yang lebih transparan dan 

adil bagi seluruh lapisan masyarakat.23 

 

2.1.4 Tantangan Dalam Pengawasan 

Tantangan yang dihadapi dalam melakukan pengawasan distribusi bahan bakar 

minyak bersubsidi antara lain adalah: 

1) Luasnya iWilayah 

Luas iwilayah imenjadi isalah isatu ihambatan iutama idalam ipengawasan idistribusi 

ibahan ibakar iminyak i(BBM) ibersubsidi, iterutama idi iwilayah-wilayah iyang ilebih 

iterpencil idan isulit idijangkau.24 

1) Keterbatasan iSumber iDaya i 

Keterbatasan isumber idaya imanusia idan ianggaran idapat imenghambat iefektifitas 

ipengawasan. iKurangnya isumber idaya ipengawas iini ijuga iberdampak ipada 

ikurangnya ipemantauan iterhadap iBBM iyang iakan ididistribusikan. iTanpa 

ipengawasan iyang imemadai, isulit iuntuk imemastikan ibahwa isetiap ititik idistribusi 

itidak ihanya imelakukan ipenyaluran isesuai ikuota, itetapi ijuga imenjaga ikualitas iBBM 

iyang idisalurkan, iagar itidak iterjadi ipencampuran ibahan ibakar iyang imerugikan 

ikonsumen idan ikendaraan. i
25 

2) Modus iyang iberagam 

Pelaku ipenyalahgunaan iBBM ibersubsidi iterus imencari icara iagar idapat imelakukan 

ipenyalahgunaan ibbm ibersubsidi iberikut iadalah imodus-modusnya: 

a. Menggunakan imotor imotor ibertanki ibesar iyang itelah idimodifikasi iagar isupaya 

imudah idalam iproses ipengeluaran ibahan ibakar iyang itelah idiambil idari iSPBU. 

 
23https://www.bphmigas.go.id/bph-migas-peran-masyarakat-dalam-pengawasan-bbm-subsidi-

sangat-penting/ (Diakses pada tanggal 15 februari 2025 pukul 18:56 WIB) 
24

 iAndi iTenri iWewang, iT. i2018. i“Pendistribusian iBahan iBakar iMinyak iBersubsidi iJenis iTertentu 

iSektor iTransportasi iAngkutan iPerairan iPada iPt iPertamina i(Persero) iTerminal iBbm iMakassar”, 

iDoctoral idissertation, iPoliteknik iSTIA iLAN iMakassar. 
25

 iWuryandani iD, iEmir iZ iMuhammad. i2024. i“Manfaat idan itantangan ipengaturan ibbm ibersubsidi”. 

iJurnal ibadan ikeahlian iDPR iRI 

https://www.bphmigas.go.id/bph-migas-peran-masyarakat-dalam-pengawasan-bbm-subsidi-sangat-penting/
https://www.bphmigas.go.id/bph-migas-peran-masyarakat-dalam-pengawasan-bbm-subsidi-sangat-penting/
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b. Menggunakan imasker iagar iwajah iatau iidentitas imereka itidak idiketahui. 

c. Bekerja isama i(aliansi) idengan ipetugas iSPBU iagar imengetahui ibahwa ikapan 

iwaktu ipengiriman ibahan ibakar iinyak itersebut. 

d. Menggunakan imobil imobil iyang itelah idimodifikasi iagar idapat imenampung 

ibanyak ibahan ibakar, itidak ijarang ikita ilihat ibanyak isekali imobil imobil iyang 

ipengisian inya itidak iwajar idengan ikapasitas itanki imobil istandarisasi idari ipabrik. 

e. Menggunakan/menyewa itruck idengan itujuan imenimbun isolar.26 

 

3) Kurangnya ikesadaran imasyarakat 

Kurangnya ikesadaran imasyarakat iakan ipentingnya ipengawasan idan imelaporkan 

ipenyalahgunaan idapat imenghambat iUpaya ipengawasan. iSedangkan, iPartisipasi 

iaktif imasyarakat isangat idibutuhkan imengingat iluasnya iwilayah iIndonesia, iyang 

imembuat ipengawasan isecara imenyeluruh ioleh iBPH iMigas imenjadi itidak 

imemungkinkan. iSebagai ilembaga iyang iditugaskan ioleh ipemerintah iuntuk imengatur 

idan imengawasi ipenyediaan iserta idistribusi iBBM, itermasuk ipengangkutan igas ibumi 

imelalui ipipa idalam ikegiatan iusaha ihilir imigas, iBPH iMigas imemerlukan idukungan 

idari imasyarakat. iPengawasan iyang idilakukan ibaik ioleh ipemerintah imaupun 

imasyarakat imenjadi ifaktor ipenting idalam imemastikan idistribusi iBBM iberjalan 

idengan itepat idan isesuai isasaran.27 

 

2.1.5 iTujuan iPengawasan iBBM iBersubsidi 

Pengawasan iterhadap idistribusi idan ipenyaluran ibahan ibakar iminyak i(BBM) 

ibersubsidi ibertujuan iuntuk imemastikan ipelaksanaannya iberjalan isesuai idengan 

iregulasi iyang iberlaku iserta itepat isasaran. iMengacu ipada iPedoman iPengawasan 

isebagaimana itercantum idalam iInstruksi iPresiden iNomor i15 iTahun i1983 itentang 

iPedoman iPengawasan i(Inpres iNomor i15 iTahun i1983), ipengawasan iBBM 

ibersubsidi idiarahkan iuntuk: 

 

 
26

 iNur, iF. i2016. i“Fenomena iPenimbunan iBbm iBersubsidi idi iKota iPekanbaru”. iJurnal idisi iLain 

iRealita, i1(1), i84-89. 
27

 ihttps://www.bphmigas.go.id/agar-hak-masyarakat-terpenuhi-distribusi-bbm-subsidi-harus-

tepat-sasaran/ i(Diakses ipada itanggal i15 ifebruari i2025 ipukul i20:33 iWIB) 

https://www.bphmigas.go.id/agar-hak-masyarakat-terpenuhi-distribusi-bbm-subsidi-harus-tepat-sasaran/
https://www.bphmigas.go.id/agar-hak-masyarakat-terpenuhi-distribusi-bbm-subsidi-harus-tepat-sasaran/
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1) Menjamin iKelancaran idan iKetepatan iPenyaluran 

Pengawasan ibertujuan iuntuk imendukung ikelancaran idistribusi iBBM ibersubsidi 

iagar idapat itersalurkan ikepada ipihak iyang iberhak isesuai idengan ikebijakan 

ipemerintah. 

2) Menegakkan iKepatuhan iterhadap iRegulasi 

Pengawasan idilakukan iuntuk imemastikan ibahwa ipenyaluran iBBM ibersubsidi 

idilaksanakan isecara itertib idan isesuai idengan iperaturan iperundang-undangan, 

isehingga itercapai iefisiensi, iefektivitas, iserta iketepatan idalam ipenyediaan idan 

ipenggunaan isubsidi ienergi. 

3) Memastikan iPelaksanaan iSesuai iProgram iPemerintah 

Pengawasan iharus imemastikan ibahwa idistribusi iBBM ibersubsidi imengikuti 

irencana idan iprogram ipemerintah, isehingga isubsidi ibenar-benar idiberikan ikepada 

imasyarakat iyang iberhak idan isesuai idengan itujuan iawal ikebijakan. 

4) Evaluasi idan iUmpan iBalik 

Hasil ipengawasan iharus idapat imemberikan igambaran isejauh imana itujuan 

idistribusi iBBM ibersubsidi itelah itercapai, iserta imenjadi idasar ibagi iperbaikan 

ikebijakan, iperencanaan, idan ipelaksanaan isubsidi idi imasa imendatang. 

5) Mencegah iPenyimpangan idan iKebocoran 

Pengawasan ibertujuan iuntuk imencegah ipraktik ipenyalahgunaan, iseperti 

ipenimbunan, ipenjualan iilegal, idan idistribusi iyang itidak itepat isasaran, iserta 

imemastikan ipenggunaan ianggaran isubsidi idilakukan isecara itransparan, itertib, 

idan iefisien. 

Dengan imenerapkan iprinsip-prinsip iini, ipengawasan iterhadap iBBM ibersubsidi 

idapat iberjalan ilebih ioptimal, imendukung ikeberlanjutan iprogram isubsidi ienergi, 

iserta imelindungi ikepentingan imasyarakat idan inegara. 
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2.1.6 iPengaturan iPengawasan iBBM iBersubsidi 

A. Peraturan iPerundang-undangan 

1) Pengaturan iMengenai iBBM iBersubsidi iDiatur idalam iBerbagai iPeraturan 

iPerundang-Undangan iSeperti iUndang-Undang iNomor i22 iTahun i2001 

iTentang iMinyak iDan iGas iBumi. 

2) Undang-Undang iNomor i2 iTahun i2002 itentang iKepolisian iRepublik 

iIndonesia. 

3) Peraturan iPemerintah iNomor i30 iTahun i2009 itentang iKegiatan iUsaha iHilir 

iMinyak idan iGas iBumi 

4) Peraturan iPemerintah iNomor i49 iTahun i2012 itentang iBadan iPengatur 

iPenyediaan iBahan iBakar iMinyak i 

5) Perpres iNomor i191 iTahun i2014 itentang iPenyediaan, idan iHarga iJual iEceran 

iBahan iBakar iMinyak. 

6) Peraturan iMenteri iESDM iNomor i13 iTahun i2018 iTentang iKegiatan 

iPenyaluran iBBM 

B. Peraturan iBPH iMigas 

1) Peraturan iBPH iMigas iNomor i07/P/BPH iMigas/IX/2005 itentang iPengaturan 

idan iPengawasan iPenyediaan idan iPendistribusian iBahan iBakar iMinyak i 

2) Peraturan iBPH iMigas iNomor i1 iTahun i2024 itentang iPenyaluran iJenis iBahan 

iBakar iMinyak i(BBM) iTertentu i(JBT) idan iJenis iBBM iKhusus iPenugasan 

i(JBKP). 

C. Peraturan iDaerah 

1) Keputusan iGubernur iLampung iNomor iG/125/B.04/HK/2022: iDitetapkan 

ipada i15 iFebruari i2022, ikeputusan iini imembentuk iSatuan iTugas iMonitoring 

iPengendalian idan iPengawasan iPendistribusian iBBM idan iLPG iBersubsidi idi 

iProvinsi iLampung. 

2) Surat iEdaran iNomor i045.2/3308/V.25/2022 itanggal i12 iSeptember i2022 

itentang iHimbauan iPenggunaan iBahan iBakar iMinyak iUmum iyang iditujukan 

ikepada iASN idi iLingkungan iPemerintah iProvinsi iLampung iuntuk 

imemberikan iketeladanan ikepada imasyarakat iserta iupaya iturut iserta 

iberkontribusi imeringankan ibeban isubsidi ipemerintah idengan imenggunakan 

iBahan iBakar iMinyak iUmum. 
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3) Surat iEdaran iNomor i045.2/3437/V.25/2022 itanggal i21 iSeptember i2022 

itentang iPengawasan iJenis iBBM iTertentu idan iJenis iBBM iKhusus iPenugasan, 

iyang iditujukan ikepada iBupati/ iWalikota ise-Provinsi iLampung iuntuk 

imelakukan ilangkah-langkah ipengawasan ipenyaluran iBBM iSolar idan iBBM 

iPertalite. 

4) Keputusan iGubernur iLampung iNomor i89 iTahun i2024: iKeputusan iini 

imembentuk iSatuan iTugas iMonitoring iPengendalian idan iPengawasan 

iPendistribusian iBBM idan iLPG iBersubsidi idi iProvinsi iLampung, idengan 

itujuan imeningkatkan iefektivitas ipengawasan idistribusi iBBM ibersubsidi. 

 

2.2 iDistribusi 

Distribusi imerupakan isalah isatu iunsur idalam ibauran ipemasaran iyang iberperan 

ipenting idalam imemperlancar iserta imempermudah ipenyaluran ibarang idan ijasa idari 

iprodusen ike ikonsumen. iSebagai ibagian ipenting idalam isistem ipemasaran, idistribusi 

iyang iefektif idan iefisien imemungkinkan iproduk ilebih icepat idipasarkan, isehingga 

idapat isegera idibeli idan idikonsumsi ioleh ikonsumen. iDalam ikamus ibahasa iIndonesia, 

ipengertian idistribusi iadalah ipembagian ipengiriman ibarang-barang ikepada iorang 

ibanyak iatau ike ibeberapa itempat.28
 iDistribusi iadalah isalah isatu iaspek idari 

ipemasaran. iBerdasarkan idua ipengertian itersebut, imaka idapat idiambil isimpulan 

ibahwa idistribusi iadalah isuatu iproses iatau ilangkah iyang idilakukan ioleh iprodusen 

iuntuk imengirim iBBM iyang idimuat idari iIntegrated iTerminal idan imenyalurkan iBBM 

itersebut ike iSPBU isebelum iBBM itersebut isampai ike itangan ikonsumen iyang 

imembutuhkan.29 

 

2.2.1 iTujuan ipendistribusian iBBM 

Pendistribusian ibahan ibakar iminyak i(BBM) imemiliki itujuan iutama iuntuk 

imemastikan iketersediaan idan iaksesibilitas ienergi ibagi imasyarakat iserta imendukung 

ipertumbuhan iekonomi inasional. iMengacu ipada iUndang-Undang iNomor i22 iTahun 

 
28

 iDessy iAnwar, i2001 iKamus iBahasa iIndonesia, iSurabaya, iKarya iAbditama, iCet. iKe-1, ih. i125. 
29

 iYopi, iV. i2019. i“Analisis iDistribusi iBahan iBakar iMinyak iWilayah iIndonesia iTimur iDi iMt. iBerkat 

iAnugerah i03”, iDoctoral iDissertation, iPoliteknik iIlmu iPelayaran iSemarang. 
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i2001 itentang iMinyak idan iGas iBumi iserta iberbagai iregulasi iterkait, itujuan 

ipendistribusian iBBM imeliputi: 

1) Menjamin iKetersediaan idan iKelancaran iPasokan 

Sesuai idengan iPasal i3 iUndang-Undang iNomor i22 iTahun i2001, ipendistribusian 

iBBM ibertujuan iuntuk imenjamin itersedianya ienergi ibagi ikepentingan idalam 

inegeri idalam ijumlah idan iharga iyang iterjangkau. 

2) Menjamin iPemerataan iDistribusi 

Berdasarkan iPeraturan iPresiden iNomor i191 iTahun i2014 itentang iPenyediaan, 

iPendistribusian, idan iHarga iJual iEceran iBBM, idistribusi iBBM iharus idilakukan 

isecara imerata ihingga ike iwilayah iterpencil idan iterluar iguna imendukung ikeadilan 

isosial idan ikesejahteraan imasyarakat. 

3) Mendukung iPertumbuhan iEkonomi idan iStabilitas iNasional 

Pendistribusian iBBM iberperan idalam imendorong isektor iindustri, itransportasi, 

ipertanian, idan iperikanan, isebagaimana idiatur idalam iKeputusan iMenteri iESDM 

iNomor i37.K/HK.02/MEM.M/2022 itentang iPenugasan iPenyaluran iBBM 

iTertentu idan iBBM iKhusus iPenugasan. 

4) Menjaga iKetahanan iEnergi iNasional 

Berdasarkan iRencana iUmum iEnergi iNasional i(RUEN) iyang itertuang idalam 

iPeraturan iPemerintah iNomor i79 iTahun i2014, idistribusi iBBM iharus idilakukan 

isecara iefisien iguna imenjaga iketahanan ienergi ijangka ipanjang. 

5) Menyalurkan iBBM iBersubsidi iSecara iTepat iSasaran 

Mengacu ipada iPeraturan iBadan iPengatur iHilir iMinyak idan iGas iBumi i(BPH 

iMigas) iNomor i17 iTahun i2019, idistribusi iBBM ibersubsidi iharus idiawasi iagar 

ibenar-benar idiberikan ikepada ikelompok imasyarakat iyang iberhak, iseperti 

inelayan, ipetani, idan itransportasi iumum, iguna imenghindari ipenyalahgunaan idan 

ikebocoran isubsidi. 
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Dengan iadanya iregulasi iyang imengatur ipendistribusian iBBM, idiharapkan ienergi 

idapat idimanfaatkan isecara iadil, imerata, idan iberkelanjutan iuntuk ikepentingan 

iseluruh imasyarakat iIndonesia. 

 

2.2.2 iSaluran iPendistribusian iBBM 

PT iPertamina i(Persero) imendistribusikan iproduknya imelalui idua imetode iutama, 

iyaitu idistribusi ilangsung idan idistribusi itidak ilangsung. iBerikut ipenjelasan imengenai 

imasing-masing imetode idistribusi iyang idigunakan ioleh iPT iPertamina: 

1) Distribusi iLangsung 

Distribusi ilangsung idilakukan ioleh iPT iPertamina i(Persero) itanpa iperantara iatau 

ilembaga ipenyalur idalam imenyalurkan iproduk ikepada ikonsumen. iKonsumen idalam 

ikategori iini imeliputi iinstansi ipemerintah iseperti iTNI, iPOLRI, iPLN, iserta isektor 

iindustri. iPenyaluran ibahan ibakar idilakukan iberdasarkan ipesanan iyang itelah 

idiajukan isebelumnya. iJenis ibahan ibakar iyang idapat ididistribusikan isecara ilangsung 

ike iinstansi ipemerintah idan iindustri iterbatas ipada ibahan ibakar inonsubsidi, iseperti 

isolar, ibiosolar, ikerosene, iDexlite, iPertamina iDex, idan iPertamax iTurbo. 

2) Distribusi iTidak iLangsung 

Distribusi itidak ilangsung idilakukan ioleh iPT iPertamina i(Persero) imelalui ilembaga 

ipenyalur iyang ibertugas imenyalurkan iproduk ikepada ikonsumen iakhir, iyaitu 

imasyarakat iumum. ilembaga ipenyalur iyang idigunakan idalam idistribusi itidak 

ilangsung iadalah iStasiun iPengisian iBahan iBakar iuntuk iUmum i(SPBU) 

SPBU imerupakan ifasilitas iyang idisediakan ioleh iPT iPertamina i(Persero) iuntuk 

imelayani ikebutuhan ibahan ibakar imasyarakat ipengguna ikendaraan ibermotor idi 

idarat. iJenis ibahan ibakar iyang iumumnya idijual idi iSPBU imeliputi iPertalite, ibensin 

iPremium, idan iSolar. 

PT iPertamina i(Persero) imemiliki itiga ijenis iStasiun iPengisian iBahan iBakar iuntuk 

iUmum i(SPBU) iyang iberbeda iberdasarkan ikepemilikan idan ipengelolaannya, iyaitu: 

 



22 

 

1. SPBU iCOCO i(Company iOwned iCompany iOperated) 

SPBU iCOCO imerupakan iSPBU iyang isepenuhnya idimiliki idan idikelola ioleh iPT 

iPertamina i(Persero). iPengelolaan ioperasionalnya idilakukan ioleh iPT iPertamina 

iRetail, iyang imerupakan ianak iperusahaan iPertamina. 

2. SPBU iCODO i(Company iOwned iDealer iOperated) 

SPBU iCODO iadalah iSPBU ihasil ikerja isama iantara iPT iPertamina i(Persero) 

idengan ipihak ilain, ibaik iperusahaan imaupun iindividu. iDalam iskema iini, 

iPertamina imenyediakan iatau imemanfaatkan ilahan imiliknya iuntuk ipembangunan 

iSPBU, isementara ipengelolaannya idilakukan ioleh imitra ikerja isama. 

3. SPBU iDODO i(Dealer iOwned iDealer iOperated) 

SPBU iDODO imerupakan ibentuk ikerja isama idi imana iseluruh iinvestasi idan 

ipengelolaan idilakukan ioleh iindividu iatau ibadan iusaha imitra. iSPBU ijenis iini 

iumumnya idikembangkan iuntuk imenjual ibahan ibakar inon-subsidi iatau iproduk 

inon-PSO i(Public iService iObligation).30 

 

2.2.3 iModa iTransportasi iPendistribusian 

Berikut iadalah ibeberapa imoda itransportasi iyang idigunakan ioleh iPT iPertamina 

idalam imendistribusikan iBBM: 

A. Truk iTanki i(Transportasi iDarat) 

Truk itangki iadalah imoda itransportasi iutama iyang idigunakan iuntuk imendistribusikan 

iBBM ike iStasiun iPengisian iBahan iBakar iUmum i(SPBU), idepot-depot iBBM, idan 

ilokasi-lokasi ilainnya iyang iterjangkau idengan ijalur idarat. iTruk itangki iyang 

idigunakan idapat imembawa iberbagai ijenis iBBM iseperti ipremium, isolar, idan 

ipertalite, iserta imemastikan iBBM isampai ike ilokasi iyang imembutuhkan idengan 

ivolume iyang isesuai. iModa iini isangat iumum idigunakan idi idaerah-daerah iyang 

 
30

 iIndriaty, iL. i2022. i“Sistem iPendistribusian iBahan iBakar iMinyak i iPt. iPertamina iOleh iCv. 

iAnugerah iBersama iDi iKampung iAsiki iDistrik iJair iKabupaten iMerauke”. iJurnal iEkonomi iDan 

iBisnis, i13(2), i36-41. 
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imemiliki iinfrastruktur ijalan iyang ibaik, iterutama idi iwilayah iPulau iJawa, iSumatera, 

idan iKalimantan. 

B. Kapal iLaut i(tanker) 

Kapal itanker idigunakan iuntuk imendistribusikan iBBM ike iwilayah-wilayah iyang 

iberbasis ikepulauan iatau iyang isulit idijangkau idengan itransportasi idarat. iIni itermasuk 

idaerah-daerah iterpencil iseperti iPapua. iKapal itanker ibiasanya imembawa ivolume 

iBBM idalam ijumlah ibesar idan idapat imengangkut iBBM idalam ibentuk itangki iyang 

ilebih ibesar idan ilebih iaman iuntuk iperjalanan ijauh. iUntuk idaerah-daerah itertentu 

iyang ilebih iterpencil, ikapal itanker ibahkan ibisa imengakses ipelabuhan ikecil iuntuk 

imenurunkan iBBM iyang iakan iditeruskan imenggunakan itransportasi idarat. 

C. Kereta iApi i 

Di ibeberapa iwilayah iyang imemiliki ijalur ikereta iapi iyang imenghubungkan ikota-kota 

ibesar, ikereta iapi ijuga idigunakan isebagai imoda itransportasi iuntuk imendistribusikan 

iBBM, iterutama idi iwilayah iJawa. iKereta iapi imembawa iBBM idalam itangki ikhusus 

iyang idirancang iuntuk itransportasi ibahan ibakar. iModa iini icukup iefisien iuntuk 

imengangkut iBBM idalam ijumlah ibesar idi ijalur iyang imemiliki iinfrastruktur ikereta 

iapi iyang ibaik.31 

 

2.2.4 iFaktor-faktor iyang iMempengaruhi iPendistribusian iBahan iBakar 

iMinyak ioleh iPT iPertamina i 

1) Faktor iGeografis idan iCuaca 

Faktor igeografis imemiliki iperan isignifikan idalam imenentukan ikelancaran idistribusi 

ibahan ibakar iminyak i(BBM) idi iberbagai iwilayah. iIndonesia isebagai inegara 

ikepulauan idengan ikondisi igeografis iyang iberagam isering imenghadapi itantangan 

idalam ipenyaluran iBBM, iterutama ike idaerah-daerah iterpencil idan iterluar. iSalah isatu 

ihambatan iutama iadalah ikondisi itopografi iyang isulit, iseperti ipegunungan iterjal, 

ihutan ilebat, iserta iwilayah idengan iakses ijalan iyang iterbatas. iInfrastruktur ijalan iyang 

ikurang imemadai idi idaerah ipedalaman imenyebabkan ikendaraan ipengangkut iBBM 

imengalami ikesulitan idalam imenjangkau ilokasi itertentu, iterutama isaat imusim ihujan 

 
31

 iRosyada, iZ. iF. i(2024). i“Pengoptimalan iPola iDistribusi iBbm iMenggunakan iTeori iTransportasi 
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iyang idapat imembuat ijalan iberlumpur iatau ibahkan itertutup ioleh itanah ilongsor. iSelain 

iitu, ifaktor ijarak idan iketerpencilan iwilayah ijuga imenjadi ikendala ibesar. iBanyak 

idaerah idi iIndonesia iyang ihanya idapat idiakses imelalui ijalur ilaut iatau iudara, iseperti idi 

iwilayah ikepulauan idan ipedalaman iPapua. iKetergantungan ipada ikapal itanker iatau 

ipesawat iuntuk imendistribusikan iBBM imembuat iproses ipengiriman ilebih imahal idan 

irentan iterhadap iketerlambatan iakibat icuaca iburuk iatau iketerbatasan iarmada 

itransportasi. i 

Kondisi icuaca iekstrem ijuga imenjadi ifaktor igeografis ilain iyang imempengaruhi 

idistribusi iBBM. iOmbak itinggi, ibadai, iatau ihujan ideras idapat imenghambat 

iperjalanan ikapal ipengangkut iBBM, isementara iangin ikencang idan ikabut itebal idapat 

imengganggu ipenerbangan iyang imengangkut ipasokan ike idaerah itertentu. 

iAkibatnya, iterjadi iketerlambatan idalam isuplai iBBM iyang iberpotensi imenyebabkan 

ikelangkaan idan ikenaikan iharga idi idaerah iterdampak. iDengan iberbagai itantangan 

itersebut, idiperlukan istrategi idistribusi iyang ilebih iadaptif, iseperti ipembangunan 

iinfrastruktur itransportasi iyang ilebih ibaik, ipeningkatan ijumlah idepo idan iterminal 

iBBM idi idaerah iterpencil, iserta ioptimalisasi isistem ilogistik iuntuk imemastikan 

ikelancaran idistribusi iBBM idi iseluruh iwilayah iIndonesia. 

2) Antrean iyang iTidak iTeratur 

Salah isatu ipermasalahan iyang isering idihadapi iperusahaan idalam iproses idistribusi 

iBBM ike iSPBU iadalah iketidakteraturan idalam iantrean imobil itangki. iBeberapa imobil 

itangki iyang isudah ilama imenunggu idi iarea iparkir itidak isegera idipanggil ike iarea 

ipengisian ikarena ibelum imendapat iinstruksi, isementara imobil itangki iyang ibaru itiba 

ijustru ibisa ilangsung imasuk. iAkibatnya, iterjadi ipenumpukan ikendaraan idi iarea 

itersebut. iMasalah idalam ipengaturan imobil itangki iini idisebabkan ioleh iadanya 

ipraktik ikecurangan idalam ioperasional idistribusi. iBeberapa ioknum imenerima 

isejumlah iuang idari ipihak itertentu iagar imobil itangki imereka imendapat iprioritas 

imasuk ike iarea ipengisian ilebih icepat. iSementara iitu, imobil itangki iyang itidak 
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imemberikan iuang iharus imenunggu ilebih ilama idi iarea iparkir isebelum imendapatkan 

igiliran.32 

 

2.3 iSubsidi i 

Subsidi iadalah ibantuan iyang idiberikan ioleh ipemerintah ikepada iprodusen iatau 

ikonsumen idengan itujuan iagar iharga ibarang iatau ijasa iyang idihasilkan imenjadi ilebih 

imurah idan iterjangkau ioleh imasyarakat iluas. iSubsidi idapat idiklasifikasikan imenjadi 

idua ijenis, iyaitu isubsidi idalam ibentuk iuang itunai i(transfer itunai) idan isubsidi idalam 

ibentuk ibarang iatau isubsidi inatura i(subsidi idalam ibentuk ibarang).33
 iSubsidi 

imerupakan isalah isatu iinstrumen ikebijakan iutama iyang iditerapkan ioleh ipemerintah 

iguna imencapai iberbagai itujuan idi ibidang iekonomi, isosial, idan ilingkungan. 

iOrganisasi iuntuk iKerjasama iEkonomi idan iPembangunan i(OECD) iserta ilembaga 

ienergi iinternasional ibanyak imenyoroti iperan isubsidi ienergi idalam ikebijakan iglobal. 

iSubsidi ienergi ididefinisikan isebagai iintervensi ipemerintah iyang imeningkatkan 

iharga iyang iditerima ioleh iprodusen, imenurunkan ibiaya iproduksi ienergi, iatau 

imengurangi iharga iyang idibayar ioleh ikonsumen. iSelain iitu, isubsidi ienergi isering 

idimanfaatkan iuntuk imengurangi ikemiskinan idan imendorong ipertumbuhan iekonomi 

idengan imeningkatkan iakses imasyarakat iterhadap ilayanan ienergi iyang iterjangkau. 

iDi ibanyak inegara iberkembang, isubsidi ienergi iberperan ipenting idalam 

imeningkatkan ikesejahteraan imasyarakat imiskin. iOleh ikarena iitu, ipemerintah 

imenganggap isubsidi ienergi isebagai ibagian idari ikebijakan imakroekonomi iyang 

ibertujuan iuntuk imencapai isasaran isosial idan ilingkungan, isekaligus imengurangi 

idampak ieksternalitas inegatif iterhadap ikesejahteraan imasyarakat.34
 i 

Namun, idalam ipraktiknya, ikebijakan isubsidi idi iIndonesia isering ikali ikeluar idari 

itujuan iutamanya, iyaitu imelindungi ikelompok imasyarakat imiskin. iMeskipun 

ianggaran isubsidi idalam iAnggaran iPendapatan idan iBelanja iNegara i(APBN) iterus 
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imeningkat isetiap itahun, isebagian ibesar imanfaatnya ijustru idinikmati ioleh ikelompok 

imenengah ike iatas. iHal iini idapat idilihat idari ikasus isubsidi iBahan iBakar iMinyak 

i(BBM) iserta ibeban ibunga iutang, iterutama ibunga iobligasi irekap idari iprogram 

iBantuan iLikuiditas iBank iIndonesia i(BLBI). iIronisnya, imeskipun isubsidi imenyerap 

iporsi iyang isemakin ibesar idalam iAPBN, idampaknya ilebih ibanyak imenguntungkan 

ikelompok iekonomi iyang ilebih imampu, ibukan imereka iyang ibenar-benar 

imembutuhkan. iKondisi iini imencerminkan iadanya idisorientasi idalam ikebijakan 

isubsidi idi iIndonesia, idi imana ialokasi idana iyang iseharusnya imembantu imasyarakat 

imiskin ijustru itidak itepat isasaran. 

 

2.3.1 iJenis iPembiayaan iSubsidi 

1) Subsidi iLangsung 

Subsidi ilangsung imerupakan isalah isatu ibentuk iintervensi ipemerintah idalam 

ikebijakan iekonomi iyang ibertujuan iuntuk imemberikan ibantuan ilangsung ikepada 

ikelompok imasyarakat iyang imenjadi isasaran. iModel isubsidi iini idirancang iagar 

imanfaatnya idapat iditerima isecara ilangsung ioleh ikelompok ipenerima itanpa imelalui 

iperantara, isehingga idiharapkan ilebih itepat isasaran idan iefektif idalam imeningkatkan 

ikesejahteraan imasyarakat. iSalah isatu icontoh ipenerapan isubsidi ilangsung idi 

iIndonesia iadalah iprogram isubsidi iberas iuntuk imasyarakat imiskin, iyang idikenal 

idengan inama iRaskin i(sekarang iberubah imenjadi iBantuan iPangan iNon-Tunai iatau 

iBPNT). iProgram iini ibertujuan iuntuk imembantu imasyarakat iberpenghasilan irendah 

idalam imemenuhi ikebutuhan ipokok imereka idengan imenyediakan iberas ibersubsidi 

iyang iharganya ilebih imurah idibandingkan iharga ipasar. i 

Dengan iadanya isubsidi iini, ibeban iekonomi ikeluarga imiskin idapat iberkurang, 

isehingga imereka idapat imengalokasikan ipenghasilan imereka iuntuk ikebutuhan ilain 

iseperti ipendidikan idan ikesehatan. iSelain isubsidi iberas, ipemerintah ijuga imenerapkan 

iberbagai ibentuk isubsidi ilangsung ilainnya, iseperti ibantuan isosial idalam ibentuk itunai 

i(Bantuan iLangsung iTunai iatau iBLT), isubsidi ipendidikan imelalui iProgram iIndonesia 

iPintar i(PIP), iserta isubsidi ikesehatan imelalui iprogram iJaminan iKesehatan iNasional 

i(JKN) iyang idikelola ioleh iBPJS iKesehatan. iSemua iprogram iini imemiliki itujuan iyang 

isama, iyaitu imembantu imasyarakat iyang ikurang imampu iagar idapat imengakses 
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ikebutuhan idasar idengan ilebih imudah idan iterjangkau. iKeunggulan idari isubsidi 

ilangsung iadalah itingkat iefektivitasnya iyang ilebih itinggi idalam imenjangkau 

ikelompok isasaran, ikarena ibantuan idiberikan itanpa imelalui imekanisme iperantara 

iyang idapat imenyebabkan ikebocoran iatau ipenyalahgunaan idana. iNamun, idalam 

ipelaksanaannya, itantangan itetap iada, iseperti ipendataan ipenerima iyang ikurang 

iakurat, ipotensi ipenyimpangan idalam idistribusi, iserta ikendala idalam imemastikan 

ibahwa ibantuan ibenar-benar iditerima ioleh imereka iyang iberhak. iOleh ikarena iitu, 

iperbaikan idalam isistem ipenyaluran isubsidi ilangsung, itermasuk ipemanfaatan 

iteknologi idigital idan isistem iverifikasi idata iyang ilebih ibaik, imenjadi ilangkah ipenting 

iuntuk imeningkatkan itransparansi idan iefektivitas ikebijakan iini. 

2) Subsidi iTidak iLangsung 

Subsidi itidak ilangsung imerupakan isalah isatu ibentuk ikebijakan ipemerintah idalam 

imengintervensi ipasar idengan itujuan imenjaga istabilitas iharga iserta imeningkatkan 

idaya ibeli imasyarakat. iBerbeda idengan isubsidi ilangsung iyang idiberikan ilangsung 

ikepada ikelompok isasaran, isubsidi itidak ilangsung idilakukan imelalui imekanisme 

ipasar, idi imana ipemerintah imenekan iatau imengontrol iharga isuatu ibarang iatau ijasa 

iagar itetap iterjangkau ibagi imasyarakat. iKebijakan iini iumumnya iditerapkan ipada 

isektor-sektor istrategis iyang iberpengaruh ibesar iterhadap iperekonomian idan 

ikesejahteraan imasyarakat, iseperti ienergi, ipangan, idan itransportasi. i iSalah isatu 

icontoh iutama isubsidi itidak ilangsung idi iIndonesia iadalah ikebijakan isubsidi iBahan 

iBakar iMinyak i(BBM). 

 iPemerintah imemberikan isubsidi ipada iBBM idengan itujuan imenjaga iharga itetap 

istabil, isehingga imasyarakat itidak iterbebani ioleh ilonjakan iharga ibahan ibakar iyang 

idapat iberdampak ipada ikenaikan ibiaya itransportasi idan iharga ibarang ikebutuhan 

ilainnya. iDengan iadanya isubsidi iini, imasyarakat idapat imenikmati iBBM idengan 

iharga iyang ilebih imurah idibandingkan iharga ipasar iinternasional, isehingga iaktivitas 

iekonomi, ibaik idi isektor iindustri, iperdagangan, imaupun itransportasi, itetap iberjalan 

idengan ibaik. i 

Selain iBBM, isubsidi itidak ilangsung ijuga iditerapkan idalam iberbagai isektor ilainnya, 

iseperti isubsidi ilistrik, ipupuk, iserta itransportasi ipublik. iMisalnya, isubsidi ilistrik 
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idiberikan ikepada imasyarakat idengan igolongan iekonomi ilemah iagar imereka itetap 

idapat imengakses ienergi ilistrik idengan iharga iyang iterjangkau. iDemikian ipula, 

isubsidi ipupuk idiberikan ikepada ipetani iuntuk imenekan ibiaya iproduksi ipertanian idan 

imemastikan iketahanan ipangan inasional itetap iterjaga. i 

Dalam isektor itransportasi, ipemerintah ijuga imemberikan isubsidi ipada ilayanan 

iangkutan iumum iseperti iKRL iCommuter iLine idan iTransJakarta, isehingga itarif iyang 

idikenakan ikepada ipengguna ilebih imurah idibandingkan ibiaya ioperasional 

isebenarnya. i iMeskipun isubsidi itidak ilangsung imemiliki imanfaat ibesar ibagi 

imasyarakat, ipelaksanaannya ijuga imemiliki isejumlah itantangan. iSalah isatu 

itantangan iutama iadalah iketidaktepatan isasaran, idi imana isubsidi iyang iseharusnya 

idinikmati ioleh ikelompok iekonomi imenengah ike ibawah ijustru ilebih ibanyak 

idinikmati ioleh ikelompok imenengah ike iatas. iHal iini isering iterjadi idalam ikasus 

isubsidi iBBM, idi imana isebagian ibesar ikonsumsi iBBM ibersubsidi ijustru iberasal idari 

ipemilik ikendaraan ipribadi iyang iberasal idari igolongan iekonomi ilebih imampu. i 

iSelain iitu, isubsidi iyang iterlalu ibesar idalam iAPBN idapat imembebani ikeuangan 

inegara, isehingga ialokasi ianggaran iuntuk isektor ilain iseperti ipendidikan idan 

ikesehatan imenjadi iterbatas. iUntuk imengatasi itantangan iini, ipemerintah iperlu 

imelakukan ireformasi ikebijakan isubsidi itidak ilangsung idengan ipendekatan iyang 

ilebih itepat isasaran. iSalah isatu isolusinya iadalah idengan imenerapkan iskema isubsidi 

iberbasis idigital, idi imana ihanya ikelompok itertentu iyang ibenar-benar imembutuhkan 

iyang ibisa imengakses isubsidi. iDengan icara iini, iefektivitas isubsidi itidak ilangsung 

idapat iditingkatkan itanpa imembebani ianggaran inegara isecara iberlebihan. 

 

2.3.2 iJenis iJenis iBarang iBersubsidi 

Subsidi idiberikan ioleh ipemerintah ipada iberbagai ijenis ibarang idan ijasa iyang 

idianggap ipenting ibagi imasyarakat idan iperekonomian. iBerikut iadalah ibeberapa ijenis 

ibarang iyang imendapatkan isubsidi: 

1)  iSubsidi iEnergi 

Bahan iBakar iMinyak i(BBM): iPemerintah imemberikan isubsidi ipada iBBM iseperti 

isolar idan iPertalite iagar iharganya itetap iterjangkau ibagi imasyarakat. 
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Listrik: iSubsidi ilistrik idiberikan ikepada ipelanggan idengan idaya itertentu, iterutama 

iuntuk igolongan irumah itangga iberpenghasilan irendah. 

Gas iLPG: iSubsidi idiberikan ipada igas iLPG i3 ikg i(tabung imelon) iyang idiperuntukkan 

ibagi imasyarakat ikecil idan iusaha imikro. 

2) Subsidi iPangan 

Beras: iProgram ibantuan ipangan iseperti iBantuan iPangan iNon-Tunai i(BPNT) iatau 

iRaskin ibertujuan imembantu imasyarakat imiskin imendapatkan iberas idengan iharga 

ilebih imurah. 

Pupuk: iPetani imendapatkan ipupuk ibersubsidi iuntuk imenekan ibiaya iproduksi idan 

imeningkatkan iketahanan ipangan inasional. 

3)  iSubsidi iTransportasi 

Angkutan iUmum: iLayanan itransportasi iseperti iKRL iCommuter iLine, iTransJakarta, 

idan ikereta iapi ikelas iekonomi imendapatkan isubsidi iagar itarif itetap iterjangkau. 

4) Subsidi iPendidikan 

Bantuan iOperasional iSekolah i(BOS): iSubsidi idiberikan ikepada isekolah-sekolah 

inegeri idan iswasta iagar ibiaya ipendidikan ibisa ilebih imurah iatau ibahkan igratis ibagi 

isiswa. 

Beasiswa: iProgram iseperti iKartu iIndonesia iPintar i(KIP) imemberikan ibantuan ibiaya 

ipendidikan ibagi isiswa idari ikeluarga ikurang imampu. 

5)  iSubsidi iKesehatan 

Jaminan iKesehatan iNasional i(JKN): iPemerintah imemberikan isubsidi iuntuk ilayanan 

ikesehatan imelalui iBPJS iKesehatan, ikhususnya ibagi ipeserta iPenerima iBantuan iIuran 

i(PBI). 

Subsidi iini ibertujuan iuntuk imeningkatkan ikesejahteraan imasyarakat, imenjaga 

istabilitas iharga, idan imemastikan iakses iterhadap ikebutuhan idasar ibagi ikelompok 

iyang ikurang imampu. iNamun, itantangan iutama idalam ipelaksanaannya iadalah 
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imemastikan isubsidi itepat isasaran idan itidak idisalahgunakan ioleh ikelompok iyang 

isebenarnya itidak iberhak.35 

 

2.3.3 iManfaat iSubsidi 

Subsidi imemberikan iberbagai imanfaat iyang idapat idirasakan ibaik ioleh iindividu, 

ikelompok imasyarakat, imaupun isektor iindustri. iBeberapa imanfaat iyang iakan 

idirasakan idari isubsidi: 

1) Meningkatnya iKemampuan iEkonomi iMasyarakat, iTerutama iDalam iHal iDaya 

iBeli. 

Dengan iadanya isubsidi, iharga ibarang iatau ijasa iyang imenjadi iobjek isubsidi idapat 

imengalami ipenurunan ihingga iberada idi ibawah iatau isetara idengan iharga 

ikeseimbangan ipasar. iPenurunan iharga iini imemungkinkan imasyarakat, iterutama 

idari ikelompok iekonomi imenengah ike ibawah, iuntuk itetap idapat imengakses 

ibarang iatau ijasa iyang idibutuhkan itanpa imengalami itekanan ifinansial iyang iberat. 

iMisalnya, isubsidi ipada iBahan iBakar iMinyak i(BBM) imembantu imenekan ibiaya 

itransportasi, iyang ipada iakhirnya imenjaga iharga ibarang ikebutuhan ilainnya iagar 

itetap istabil. iBegitu ipula idengan isubsidi ilistrik idan igas iLPG, iyang imeringankan 

ibeban irumah itangga idalam imemenuhi ikebutuhan ienergi isehari-hari. iSelain iitu, 

isubsidi ijuga iberperan idalam imenjaga idaya ibeli imasyarakat. iDengan iharga iyang 

ilebih iterjangkau, imasyarakat imemiliki isisa ipendapatan iyang idapat idialokasikan 

iuntuk ikeperluan ilain iseperti ipendidikan, ikesehatan, iatau imodal iusaha. iHal iini 

ipada iakhirnya iberkontribusi ipada ipeningkatan ikesejahteraan idan ipertumbuhan 

iekonomi iyang ilebih icepat. 

2) Subsidi iSebagai iUpaya iMeningkatkan iKesejahteraan iMasyarakat 

iBerpenghasilan iRendah 

Subsidi imerupakan isalah isatu ikebijakan ipemerintah iyang ibertujuan iuntuk 

imeringankan ibeban iekonomi imasyarakat, iterutama ibagi ikelompok 

iberpenghasilan irendah. iKetika isubsidi idiberikan isecara itepat isasaran ikepada 

imasyarakat iyang ikurang imampu, ikebijakan iini idapat imemberikan idampak ipositif 
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 iBudiantoro, iS., i& iSaputra, iW. i2013. i“Subsidi iDalam iPenguatan iKebijakan iFiskal iPro 

iKemiskinan”, iJurnal iPrakarsa04 
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iyang isignifikan iterhadap ikesejahteraan imereka. iBagi imasyarakat iekonomi 

ibawah, isubsidi imembantu imereka idalam imemenuhi ikebutuhan idasar iseperti 

ipangan, ienergi, ikesehatan, idan ipendidikan. iDengan iadanya isubsidi, iharga ibarang 

idan ijasa iyang imenjadi ikebutuhan iutama idapat ilebih iterjangkau, isehingga imereka 

idapat imengalokasikan ipendapatan iyang iterbatas iuntuk ikeperluan ilain iyang ijuga 

ipenting. iDampak ijangka ipanjang idari ikebijakan isubsidi iyang itepat isasaran iadalah 

ipeningkatan ikesejahteraan idan ikondisi iekonomi imasyarakat imiskin. iKetika 

ikebutuhan idasar imereka isudah iterpenuhi idengan iharga iyang ilebih iterjangkau, 

imereka imemiliki ikesempatan iuntuk imeningkatkan itaraf ihidup imereka, ibaik 

imelalui ipendidikan, ikesehatan iyang ilebih ibaik, imaupun ikesempatan iekonomi 

ilainnya. iDengan idemikian, isubsidi itidak ihanya iberfungsi isebagai ibantuan 

ilangsung, itetapi ijuga isebagai ialat iuntuk imendorong iperbaikan iekonomi isecara 

ibertahap. 

3) Subsidi iSebagai iPenopang iKeberlangsungan iUsaha iDan iDaya iSaing iIndustri 

iLokal 

Selain imemberikan imanfaat ibagi imasyarakat iberpenghasilan irendah, isubsidi ijuga 

imemiliki iperan ipenting idalam imenjaga ikeberlangsungan iusaha, iterutama ibagi 

ipelaku iusaha ikecil idan imenengah i(UMKM) iserta isektor iindustri istrategis. 

iDengan iadanya isubsidi, ibeban iproduksi idan ioperasional ipelaku iusaha idapat 

idikurangi, isehingga imereka imemiliki ipeluang ilebih ibesar iuntuk ibertahan idan 

iberkembang idi itengah idinamika ipasar iyang ikompetitif. iSalah isatu imanfaat iutama 

isubsidi ibagi ipelaku iusaha iadalah imencegah ikebangkrutan, iterutama idalam isituasi 

iekonomi iyang itidak istabil. iDalam ikondisi itertentu, ibiaya iproduksi iyang itinggi 

isering ikali imenjadi ifaktor iutama iyang imenyebabkan iusaha isulit ibertahan. 

iDengan iadanya isubsidi, ibaik idalam ibentuk ibantuan ibahan ibaku, iinsentif ipajak, 

iatau isubsidi ienergi iseperti ilistrik idan ibahan ibakar, iusaha ikecil idan iindustri idalam 

inegeri idapat imenekan ibiaya ioperasionalnya isehingga itetap imampu imenghasilkan 

iproduk idengan iharga iyang ikompetitif. iNamun, iefektivitas ikebijakan isubsidi 

isangat ibergantung ipada iimplementasi iyang itepat isasaran idan itransparan. iJika 
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itidak idikelola idengan ibaik iatau isalah isasaran isubsidi idapat imembebani ianggaran 

itanpa imemberikan imanfaaat.36 

 

2.4 iBahan iBakar iMinyak i(BBM) 

Bahan iBakar iMinyak iadalah isenyawa iorganik iyang idibutuhkan idalam iproses 

ipembakaran iuntuk imenghasilkan ienergi. iBahan iBakar iMinyak idiperoleh idari 

idestilasi iminyak ibumi i(crude ioil) iyang imenghasilkan iberbagai ifraksi. iMinyak iBumi 

iadalah ihasil iproses ialami iberupa ihidrokarbon iyang idalam ikondisi itekanan idan 

itemperatur iatmosfer iberupa ifasa icair iatau ipadat, itermasuk iaspaI, ililin imineral iatau 

iozokerit, idan ibitumen iyang idiperoleh idari iproses ipenambangan isesuai idengan 

iUndang-Undang iNomor i22 iTahun i2001 iTentang iMinyak idan iGas iBumi. iProses iini 

imenghasilkan iberagam iproduk iBahan iBakar iMinyak idengan ikualitas idan ikegunaan 

iyang iberbeda-beda. iBahan iBakar iMinyak imerupakan ijenis ibahan ibakar iyang 

idihasilkan idari ipengilangan iminyak imentah. iMinyak imentah iyang idiekstraksi idari 

iperut ibumi idiolah idi ikilang i(refinery) iuntuk imenghasilkan iproduk iminyak, itermasuk 

iBahan iBakar iMinyak.37
 i 

Indonesia isendiri imempunyai iTotal ikapasitas ibahan ibakar iminyak i(BBM) inasional 

imencapai i8.405.223 ikiloliter i(KL). iDari ijumlah itersebut, iPT iPertamina i(Persero) 

imengelola i5.701.697 iKL, iyang isetara idengan i67,8% idari itotal ikapasitas inasional. 

iSementara iitu, ibadan iusaha ilainnya imenyumbang i2.703.526 iKL, iatau isekitar i32,2% 

idari itotal ikapasitas iBBM idi iIndonesia. iDistribusi iini imenunjukkan ibahwa iPertamina 

imasih imendominasi ipengelolaan iBBM inasional, imeskipun iterdapat ikontribusi idari 

iberbagai ibadan iusaha ilainnya idalam ipenyediaan ienergi ibagi imasyarakat. 

 

 

 

 

 
36

 iSoen, iA. iS., iSugianto, iH., iTheodorus, iR., i& iMapusari, iS. iA. i2022. i“Subsidi iDi iIndonesia” 

iWacana iEkonomi, iJurnal iEkonomi, iBisnis iDan iAkuntansi, i21(1), i84-92. 
37Defi iIvandayani. i2023. i“Kebijakan iHukum idari iKepolisian iDalam iMenanggulangi iTindak iPidana 

iPenyalahgunaan iBahan iBakar iMinyak iSubsidi iPemerintah, istudi ikasus idi iPolres iGrobogan, 

iDoctoral iDissertation, iUniversitas iIslam iultan iAgung iSemarang. 
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2.4.1 iMacam iMacam iBahan iBakar iMinyak 

Sesuai iKeputusan iMenteri iEnergi idan iSumber iDaya iMineral iRepublik iIndonesia 

iNomor i37.K/HK.02/MEM.M/2022 itentang ijenis ibahan ibakar. iKementerian iESDM 

imembagi ibahan ibakar imenjadi ibeberapa ijenis iyaitu: 

1) Jenis iBahan iBakar iMinyak iTertentu i(JBT) 

Jenis iBahan iBakar iMinyak iTertentu i(JBT) iadalah ibahan ibakar iminyak iyang 

imendapatkan isubsidi idari ipemerintah idan ipenggunaannya idiatur isecara ikhusus. iDi 

iIndonesia, iJBT imeliputi: 

a. Minyak iSolar i(Biosolar i48) iDigunakan iuntuk itransportasi, iperikanan, ipertanian, 

idan iindustri itertentu. 

b. Minyak iTanah i(Kerosene) iDigunakan iterutama ioleh irumah itangga idan iusaha 

imikro iyang imasih ibergantung ipada iminyak itanah isebagai isumber ienergi. 

JBT iini idiatur idalam iregulasi ipemerintah idan ipendistribusiannya idiawasi iuntuk 

imemastikan isubsidi itepat isasaran. 

2) Jenis iBahan iBakar iMinyak iKhusus iPenugasan i(JBKP) 

Jenis iBahan iBakar iKhusus iPenugasan i(JBKP) iadalah ibahan ibakar iminyak iyang 

imendapatkan isubsidi iatau ikompensasi idari ipemerintah idan ididistribusikan idi 

ihamper iseluruh iwilayah iIndonesia. iSaat iini, ipertalite itermasuk iJBKP ikarena 

ididistribusikan idengan iharga iyang ilebih iterjangkau idibandingkan iBBM inonsubsidi, 

isehingga ibanyak idigunakan ioleh imasyarakat, iterutama iuntuk ikendaraan ibermotor. 

iPendistribusiannya idiatur ioleh ipemerintah imelalui ikebijakan iyang imemastikan 

iBBM iini itepat isasaran. 

3) Jenis iBahan iBakar iMinyak iUmum i(JBU) 

Jenis iBahan iBakar iMinyak iUmum i(JBU) iadalah ibahan ibakar iyang idijual isecara 

ibebas itanpa isubsidi iatau ikompensasi idari ipemerintah. iKonsumen imembelinya 

idengan iharga iyang iditentukan ioleh imekanisme ipasar. iDi iIndonesia, ibeberapa ijenis 

iJBU iyang itersedia iantara ilain: 
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a. Pertamax i(RON i92) iBBM iberkualitas itinggi idengan ioktan i92, icocok iuntuk 

ikendaraan idengan iteknologi imesin imodern. 

b. Pertamax iTurbo i(RON i98) iBBM idengan ioktan i98 iyang idirancang iuntuk 

ikendaraan iperforma itinggi idan imesin iberteknologi icanggih. 

c. Dexlite iBahan ibakar idiesel idengan icetane inumber ilebih itinggi idibanding 

iBiosolar, ilebih iefisien idan irendah iemisi. 

d. Pertamina iDex iBBM idiesel ipremium idengan icetane inumber ilebih itinggi, 

imenghasilkan iperforma imesin ilebih ibaik idan iramah ilingkungan. 

JBU idigunakan ioleh iberbagai isegmen imasyarakat, iterutama ibagi iyang 

imenginginkan iBBM idengan ikualitas ilebih ibaik iuntuk ikendaraannya.38 

 

2.4.2 iBahan iBakar iMinyak iSubsidi 

Bahan iBakar iMinyak ibersubsidi iadalah ibahan ibakar iminyak iyang itelah idisubsidi 

ioleh iPemerintah imelalui iAPBN idan idiperuntukkan ibagi irakyat. iPemerintah 

imenerapkan isubsidi iminyak ibumi iagar imasyarakat, iterutama iyang ikurang imampu, 

idapat imembeli ibahan ibakar idengan iharga iyang ilebih iterjangkau. iDengan iadanya 

isubsidi, iharga iyang ilebih irendah idapat imemastikan ibahwa ikonsumen itetap imemiliki 

idaya ibeli iterhadap iminyak ibumi, isementara iprodusen itetap iterdorong iuntuk 

imemproduksinya. iDengan idemikian, ipengertian iBahan iBakar iMinyak isubsidi 

iadalah ibahan ibakar iminyak iyang idijual ikepada irakyat idengan iharga idi ibawah iharga 

ipasar idunia. 

 iKebijakan isubsidi ibahan ibakar iminyak i(BBM) idi iIndonesia isebenarnya itelah 

iditerapkan isejak iera ipemerintahan iPresiden iSoeharto. iPada imasa iitu, isubsidi iBBM 

itidak imenjadi imasalah ibesar ikarena iIndonesia imerupakan isalah isatu ieksportir 

iminyak ibumi iterbesar, isehingga imemiliki ipengaruh iterhadap iharga ipasar iminyak 

idunia. iNamun, isetelah ipemerintahan iSoeharto, ikebijakan isubsidi iminyak imenjadi 

itopik iperdebatan, iterutama isetelah itahun i2003 iketika iIndonesia itidak ilagi iberstatus 

isebagai ieksportir iminyak idan iharga iminyak imenjadi isangat ifluktuatif iakibat 

 
38

 ihttps://www.bphmigas.go.id/wp-content/uploads/2022/07/Fre-1k i(Diakses ipada itanggal i16 

ifebruari i2025 ipukul i19:33 iWIB) 
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idinamika ipolitik iglobal. iSejak itahun i2000, ipemerintah itelah imelakukan ireformasi 

isubsidi iminyak ibumi isebanyak i14 ikali. iMeskipun imenuai ikontroversi, ikebijakan 

isubsidi iminyak ibumi itetap idipertahankan ihingga ikini. i iPada itahun i2019, isektor 

iindustri imenjadi ipengguna iterbesar iminyak ibumi idengan ikonsumsi imencapai i40%, 

idiikuti ioleh isektor iperhubungan iyang imenyumbang i30%. iSementara iitu, ikonsumsi 

iminyak ibumi iuntuk irumah itangga itercatat ihanya isebesar i16%. iPada itahun iyang 

isama, iminyak ibumi imenjadi isumber ienergi ipaling ibanyak idigunakan idi iIndonesia, 

imencakup i46% ipersen idari itotal ikonsumsi ienergi. iDi iposisi ikedua, ibatu ibara 

idigunakan isebesar i26%, idisusul ioleh ilistrik i14%, igas i8% idan ienergi iterbarukan i6%. 

iPenggunaan iminyak ibumi itetap idominan, iterutama ikarena isebagian ibesar iindustri 

irumah itangga idan iindustri ikecil imasih imengandalkan ienergi iberbasis iminyak ibumi. 

iOleh ikarena iitu, iminyak ibumi itetap imenjadi isumber ienergi iyang isangat ipenting idi 

iIndonesia. 

Melalui iPeraturan iPresiden iNomor i98 iTahun i2022, ipemerintah imeningkatkan 

ianggaran isubsidi ibahan ibakar iminyak i(BBM) idari iRp. i152 itriliun idalam iAPBN i2022 

imenjadi iRp. i502,4 itriliun. iPenambahan ianggaran iini ibertujuan iuntuk imenutupi 

iselisih ikurs iakibat ipelemahan inilai irupiah iterhadap idolar iAS.39
 iPemerintah 

imelakukan isubsidi iini ikarena iBahan iBakar iMinyak idinilai isebagai isalah isatu 

ikebutuhan iprimer iyang iperlu idisubsidi iagar idaya ibeli imasyarakat idapat 

iditingkatkan. iKendaraan iyang iberhak imenerima isubsidi ibahan ibakar iminyak isudah 

itertulis idalam iisi ilampiran iPerpres iNomor i191 iTahun i2014 itentang iPenyediaan, idan 

iHarga iJual iEceran iBahan iBakar iMinyak. iJenis ibahan ibakar iyang idisubsidi idari 

ipemerintah iadalah ibahan ibakar iyang iberasal idari idan/atau idiolah idari iminyak ibumi, 

iyang isudah idicampur idengan ibahan ibakar ilainnya idengan ijenis, istandar, idan imutu 

i(spesifikasi) itertentu, iserta iharga, ivolume, idan ikonsumen ipengguna itertentu 

isebagaimana idimaksud idalam iPasal i1 iPerpres iRI iNomor i45 itahun i2009 itentang 

iperubahan iPerpres iNomor i71 itahun i2005 itentang iPenyediaan idan iPendistribusian 

ijenis ibahan ibakar iminyak itertentu.40 

 
39

 iSampe, iS. i2023. i“Efektivitas iPenerapan iKebijakan iSubsidi iBahan iBakar iMinyak”. iJurnal 

iAdministrasi iBisnis i(JAB), i13(1), i43-49. 
40

 iDevi iIfandayani. i2023. i“Kebijakan iHukum idari iKepolisian iDalam iMenanggulangi iTindak iPidana 

iPenyalahgunaan iBahan iBakar iMinyak iSubsidi iPemerintah, istudi ikasus idi iPolres iGrobogan, 

iDoctoral iDissertation, iUniversitas iIslam iSultan iAgung iSemarang. 
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2.4.3 iCiri iCiri iBBM iBersubsidi 

Bahan iBakar iMinyak isubsidi imemiliki ibeberapa ikriteria itertentu iyang iditerapkan 

ioleh ipemerintah iuntuk imemastikan ibahwa isubsidi iyang idiberikan itepat isasaran idan 

imemberikan imanfaat iyang imaksimal. iBerikut iadalah ibeberapa ikriteria iyang 

ibiasanya iditerapkan iuntuk iBahan iBakar iMinyak isubsidi: 

a. Ada iperbedaan iharga iantara ibahan ibakar iminyak iyang imendapat isubsidi idan 

iyang itidak, isesuai idengan iketetapan idari iPresiden. 

b. Disiapkan iuntuk imenolong idalam imenjaga iagar iharga ibarang idan ijasa itetap 

istabil, iyang imana imemiliki idampak iyang iluas ibagi imasyarakat. 

c. Menyangkut ihajat ihidup iorang ibanyak idan imempunyai ikekhususan ikarena 

ikondisi itertentu, iseperti ijenisnya, ikemasannya idan ipenggunaannya. 

d. Disalurkan imelalui iperusahaan imilik inegara i(Pertamina) idan idiusahakan iagar 

ilebih itepat isasaran.41 

 

2.4.4 iMacam iMacam iBBM iBersubsidi 

1) Jenis iBahan iBakar iMinyak iTertentu i(JBT) 

Jenis iBahan iBakar iMinyak iTertentu i(JBT) iadalah ibahan ibakar iminyak iyang 

imendapatkan isubsidi idari ipemerintah idan ipenggunaannya idiatur isecara ikhusus. iDi 

iIndonesia, iJBT imeliputi: 

1. Minyak iSolar i(Biosolar i48) iDigunakan iuntuk itransportasi, iperikanan, ipertanian, 

idan iindustri itertentu. 

2. Minyak iTanah i(Kerosene) iDigunakan iterutama ioleh irumah itangga idan iusaha 

imikro iyang imasih ibergantung ipada iminyak itanah isebagai isumber ienergi. 

JBT iini idiatur idalam iregulasi ipemerintah idan ipendistribusiannya idiawasi iuntuk 

imemastikan isubsidi itepat isasaran. 

 

 

 
41

 iMuhadi i& iDewi iKarya. i2019. i“Penegakan iHukum iTerhadap iPenyalahgunaan iBBM iBersubsidi idi 

iKalimantan iTimur”. iJournal ide iFacto, i6(1). 
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2) Jenis iBahan iBakar iMinyak iKhusus iPenugasan i(JBKP) 

Jenis iBahan iBakar iKhusus iPenugasan i(JBKP) iadalah ibahan ibakar iminyak iyang 

imendapatkan isubsidi iatau ikompensasi idari ipemerintah idan ididistribusikan idi 

ihamper iseluruh iwilayah iIndonesia. iSaat iini, ipertalite itermasuk iJBKP ikarena 

ididistribusikan idengan iharga iyang ilebih iterjangkau idibandingkan iBBM inonsubsidi, 

isehingga ibanyak idigunakan ioleh imasyarakat, iterutama iuntuk ikendaraan ibermotor. 

iPendistribusiannya idiatur ioleh ipemerintah imelalui ikebijakan iyang imemastikan 

iBBM iini itepat isasaran.42 

 

2.4.5 iManfaat isubsidi iBBM 

Subsidi iyang idiberikan ioleh ipemerintah ikepada iprodusen iatau idistributor idalam 

isuatu iindustri imemiliki ibeberapa imanfaat iyang isignifikan. iBerikut iadalah ibeberapa 

idi iantaranya: 

a. Mencegah iKejatuhan iIndustri: iSubsidi idapat imembantu iindustri iyang isedang 

imengalami ikesulitan ifinansial iatau ioperasi imerugikan iuntuk itetap ibertahan. 

iDengan isubsidi, iindustri idapat imenutupi isebagian ibiaya ioperasional imereka 

isehingga idapat iterus iberoperasi idan imenghindari ikebangkrutan. 

b. Mengendalikan iHarga iProduk: iSubsidi idapat imembantu imenstabilkan iatau 

imenurunkan iharga iproduk iyang idihasilkan ioleh iindustri itersebut. iHal iini 

ipenting iterutama iuntuk iproduk-produk iyang iesensial ibagi imasyarakat, iseperti 

ipangan, ienergi, idan iobat-obatan. iDengan iharga iyang ilebih iterjangkau, idaya ibeli 

imasyarakat idapat imeningkat idan iinflasi idapat idikendalikan. 

c. Meningkatkan iLapangan iKerja: iDengan imemberikan isubsidi, ipemerintah idapat 

imendorong iperusahaan iuntuk imempekerjakan ilebih ibanyak ipekerja. iSubsidi 

idapat idigunakan iuntuk imengurangi ibiaya itenaga ikerja, isehingga iperusahaan 

ilebih imampu iuntuk imenambah ijumlah ipekerja. iIni idapat imengurangi itingkat 

ipengangguran idan imeningkatkan ikesejahteraan imasyarakat. 

d. Meningkatkan iDaya iSaing: iSubsidi idapat imembantu iindustri iuntuk 

imeningkatkan idaya isaingnya idi ipasar idomestik imaupun iinternasional. iDengan 

 
42
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ibiaya iproduksi iyang ilebih irendah, iperusahaan idapat imenjual iproduk idengan 

iharga iyang ilebih ikompetitif, iyang idapat imeningkatkan ipenjualan idan ipangsa 

ipasar. 

e. Melindungi iIndustri iStrategis: iBeberapa iindustri idianggap istrategis ibagi 

ikeamanan idan istabilitas inasional. iSubsidi idapat idiberikan iuntuk imelindungi 

iindustri-industri iini idari ipersaingan iasing iyang itidak isehat iatau ifluktuasi ipasar 

iyang iekstrem. 

f.  iMempercepat iPemulihan iEkonomi: iDalam isituasi ikrisis iekonomi, isubsidi idapat 

imembantu imempercepat ipemulihan iekonomi idengan imenjaga iagar iindustri 

itetap iberoperasi idan imenjaga itingkat ilapangan ikerja. iIni idapat imemberikan 

idampak ipositif ipada ipertumbuhan iekonomi isecara ikeseluruhan. 

Penting iuntuk idicatat ibahwa imeskipun isubsidi imemiliki ibanyak imanfaat, ipemberian 

isubsidi iharus idilakukan idengan ihati-hati iuntuk imenghindari ipenyalahgunaan idana, 

iketergantungan iindustri ipada isubsidi, iserta idistorsi ipasar iyang itidak idiinginkan. 

iPengawasan idan ievaluasi iyang iketat idiperlukan iuntuk imemastikan isubsidi ibenar-

benar imemberikan imanfaat iyang imaksimal ibagi iindustri idan imasyarakat.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
43Muhadi i& iDewi iKarya. i2019, i“Penegakan iHukum iTerhadap iPenyalahgunaan iBBM iBersubsidi idi 
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BAB iIII 

METODE iPENELITIAN 

 

3.1 iJenis iPenelitian 

Dalam ipenelitian iini, ipendekatan iyang idigunakan iadalah imetode ipenelitian ihukum 

iempiris iatau imetode ipenelitian iyuridis iempiris. iMetode iyuridis inormatif iyaitu 

imetode ipenelitian iatas iaturan-aturan iperundangan ibaik iditinjau idari isudut ihierarki 

iperundang-undangan imaupun ihubungan iharmoni iperundang-undangan. iNama ilain 

idari ipenelitian ihukum inormatif iadalah ipenelitian ihukum idoctrinal, ijuga idisebut 

isebagai ipenelitian ikepustakaan iatau istudi idokumen. iDisebut ipenelitian idoktrinal, 

ikarena ipenelitian iini idilakukan iatau iditunjukan ihanya ipada iperaturan iperaturan 

itertulis iatau ibahan ibahan ihukum. iPenelitian ihukum inormatif imencakup iasas-asas 

ihukum, isistematika ihukum, isinkronisasi ihukum, idan iperbandingan ihukum.44 

 

3.2 iTipe iPenelitian 

Tipe ipenelitian iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah ideskriptif. iPenelitian 

ideskriptif ibertujuan iuntuk imemperoleh ipemaparan i(deskripsi) isecara ilengkap, irinci 

idan isistematis. iDiharapkan ipenelitian iini idapat imemberi iinformasi isecara ijelas idan 

ilengkap idalam ipemaparan imengenai ipengawasan idistribusi ibahan ibakar iminyak 

ibersubsidi 

 

3.2.1 iData iskunder 

Data isekunder iadalah idata iyang itelah idikumpulkan idan itersedia isebelumnya, iyang 

idikumpulkan ioleh ipeneliti ilain idan idapat idigunakan ioleh ipeneliti ilainnya idalam 

ipenelitian imereka. iData isekunder imerupakan ijenis idata ihistoris iatau idata iyang 

idikumpulkan idi imasa ilampau.45
 iInformasi isekunder iini iberasal idari ianalisis iliteratur, 

 
44

 iZainuddin iAli, iM.A., iMetode iPenelitian iHukum, iJakarta: iSinar iGrafika,2022, ihal. i24 
 
45

 iRahman, iA., iSari, iN. iM. iW., iFitriani, iF., iSugiarto, iM., iSattar, iS., iAbidin, iZ.,. i& iHaryanto, iE. i2022. 

iMetode iPenelitian iIlmu iSosial. 
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itermasuk itinjauan idokumen idan iperaturan ihukum. iJenis idata iini idapat idibagi 

imenjadi itiga ikategori, iyaitu: 

1. Bahan iHukum iPrimer 

Bahan ihukum iprimer iadalah iperaturan iyang ibersifat imengikat idan imeliputi 

iperaturan iperundang-undangan. iDalam ipenelitian iini, idigunakan iaturan ihukum 

iyang imencakup: 

a. Pasal i23 iayat i1 iUndang-Undang iNomor i22 iTahun i2001 itentang iGas idan iBumi. 

b. Undang-Undang iNomor i2 iTahun i2002 iTentang iKepolisian iRepublik iIndonesia. 

c. Peraturan iPemerintah iNomor i30 iTahun i2009 itentang ikegiatan iusaha ihilir iminyak 

idan igas ibumi 

d. Peraturan iPemerintah iNomor i49 iTahun i2012 itentang ibadan ipengatur ipenyediaan 

ibahan ibakar iminyak i 

e. Perpres iNomor i191 iTahun i2014 itentang ipenyediaan, idan iharga ijual ieceran ibahan 

ibakar iminyak. 

f. ESDM iNomor i13 iTahun i2018 itentang ikegiatan ipenyaluran iBBM 

 

2. Bahan iHukum iSkunder 

Bahan iHukum iSekunder imerujuk ipada imateri ihukum iyang imemberikan iinterpretasi 

iatau ipenjelasan itentang ibahan ihukum iprimer. iBahan iini idiperoleh imelalui istudi 

ikepustakaan iyang imencakup iliteratur iyang irelevan idengan ipermasalahan ipenelitian 

iyang isedang idibahas. 

 

3. Bahan iHukum iTersier 

Bahan iHukum iTersier imerujuk ipada imateri ihukum iyang imemberikan ipanduan idan 

ipenjelasan imengenai ibahan ihukum iprimer idan isekunder iyang iterkait idengan 

ipenelitian iini. iIni imencakup ijurnal, isumber-sumber iinternet, ikamus ihukum, idan 

iKamus iBesar iBahasa iIndonesia iyang imemberikan iinformasi itambahan idan 

iinterpretasi iterkait ihukum iyang isedang idibahas idalam ipenelitian. 
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3.3 iProsedur iPengumpulan iDan iPengolahan iData 

3.3.1 iProsedur iPengumpulan iData 

Teknik ipengumpulan idata imerupakan iproses idalam isebuah ipenelitian idan 

imerupakan ibagian iyang ipenting, iteknik ipengambilan idata iharus ibenar idan isesuai 

idengan imetode iagar ihasil iyang idiraih isesuai idengan itujuan ipenelitian iawal iatau 

ihipotesis iawal iyang isudah iditentukan.46
 iDalam ipenelitian iini, iStudi iKepustakaan 

idipilih ikarena imendukung isuatu ipenelitian imenggunakan imetode ipendekatan 

iyuridis inormatif. iBerikut iadalah ipenjelasannya: 

a. Studi iKepustakaan 

Studi iKepustakaan idalam ipenelitian iini imenggunakan imetode ipengumpulan idata 

iyang imelibatkan ianalisis iliteratur ihukum, itermasuk ibahan ihukum iprimer, isekunder, 

idan itersier. iProses ipengumpulan idata imelibatkan ipencarian, ipembacaan, idan 

ianalisis iberbagai iliteratur iyang irelevan idengan ipermasalahan iyang idiselidiki. 

iLiteratur itersebut imencakup iperaturan iperundang-undangan iyang iberlaku, 

iyurisprudensi, iputusan ipengadilan iyang imemiliki ikekuatan ihukum iyang itetap, 

ibuku-buku ihukum, ijurnal, idan isumber ihukum ilainnya. 

 

3.3.2 iProsedur iPengolahan iData 

Data iyang itelah idikumpulkan idalam ipenelitian iini iakan idiolah imenggunakan iempat 

imetode, iyaitu iPemeriksaan iData, iKlasifikasi iData, iAnalisis iData, idan iPenyusunan 

iData, iserta iPenarikan iKesimpulan iseperti idijelaskan iberikut: 

a. Pemeriksaan iData 

Penelitian iini idilakukan idengan imenganalisis idata iyang itelah idikumpulkan, 

iterutama idari ikejelasan itulisan, ipemahaman imakna, iserta ikesesuaian idan 

irelevansinya idengan idata ilainnya. iSemua idata iyang iterhimpun idisesuaikan imelalui 

iproses iverifikasi idata idari ireferensi iyang idigunakan idalam imenyusun ipenelitian. 

iTujuannya iadalah iagar idata iyang irelevan isesuai idengan ikebutuhan ipenelitian iini. 

 

 

 
46

 iHafni isyafrida is, i2021, iMetode iPenelitian,Medan,KBM iIndonesia ihal i28 
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b. Klasifikasi idata 

Klasifikasi idata iadalah ilangkah ipenting idalam ipenelitian iuntuk imengelompokkan 

isemua ijenis idata iyang idikumpulkan. iSemua idata itersebut idianalisis idengan icermat 

idan ikemudian idikelompokkan isesuai idengan ikeperluan ipenelitian. iData itersebut 

iakan idiolah iuntuk imendapatkan ikesimpulan iyang idiperlukan. 

c. Penyusunan iData i 

Data iyang itelah idikelompokkan ikemudian idisusun idan idisusun isecara iterstruktur 

idalam isetiap itopik, isehingga imemfasilitasi ianalisis ilebih ilanjut. 
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BAB iV 

KESIMPULAN iDAN iSARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Bedasarkan ihasil ipenelitian idan ipembahasan idalam ibab isebelumnya, imaka ipenulis 

idapat imenyimpulkan ibahwa 

1. Pola ipengawasan iterhadap idistribusi iBBM ibersubsidi idilakukan imelalui 

iberbagai imekanisme, ibaik isecara ilangsung imaupun itidak ilangsung. iBeberapa 

ipola ipengawasan iyang iditerapkan imeliputi iMonitoring idan iInspeksi iLapangan 

iDilakukan ioleh iBPH iMigas idan iPertamina idengan imengecek istok iserta 

idistribusi idi iSPBU. iKedua, ipenggunaan iTeknologi iDigital iimplementasi isistem 

iseperti iMyPertamina ibertujuan iuntuk imemastikan isubsidi itepat isasaran imelalui 

iverifikasi ipengguna. iKetiga, imasyarakat imemiliki iperan idalam ipengawasan 

idengan imelaporkan ipraktik ipenyalahgunaan iBBM ibersubsidi, iseperti 

ipenimbunan idan ipenjualan iilegal. iKeempat, iPenerapan iSanksi idan iPenegakan 

iHukum iyang iditegakkan iterhadap ipelaku iyang imenyalahgunakan iBBM 

ibersubsidi, isesuai idengan iregulasi iyang iberlaku, iNamun, ipengawasan imasih 

imenghadapi itantangan iseperti ipenyalahgunaan ikuota, iketerbatasan isumber 

idaya ipengawas, iserta iluasnya icakupan iwilayah idistribusi iyang imenyulitkan 

ikontrol isecara imenyeluruh. 

 

2. Koordinasi iantar iinstansi iterkait idengan imasyarakat isangat ipenting iuntuk 

imeningkatkan iefektivitas ipengawasan iBBM ibersubsidi. iDalam ipraktiknya, 

ikoordinasi idilakukan ioleh iBPH iMigas isebagai iregulator iutama iBertanggung 

ijawab idalam imenetapkan ikebijakan idan imemastikan iimplementasi iberjalan 

idengan ibaik. iPertamina isebagai ipenyedia idan idistributor iBBM ibertugas 

imenyalurkan iBBM ibersubsidi ike iSPBU isesuai ikuota iyang iditetapkan. 

iSedangkan iAparat iPenegak iHukum i(Polri idan iKejaksaan) iMenindak ipelaku 
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ipenyalahgunaan idistribusi iBBM ibersubsidi imelalui itindakan ihukum. 

iPemerintah iDaerah ibertanggung ijawab idalam ipengawasan idi itingkat ilokal, 

itermasuk imonitoring idistribusi idan ipendataan ipenerima isubsidi. iDan 

imasyarakat idan ipengawas iindependent iDiharapkan ilebih iaktif idalam 

imengawasi idan imelaporkan ipenyimpangan idistribusi iBBM ibersubsidi. 

iKendala iyang imasih idihadapi idalam ikoordinasi ipengawasan iantara ilain 

ikurangnya iintegrasi isistem ipengawasan iantarinstansi, ilemahnya ipenegakan 

ihukum idi ibeberapa idaerah, iserta ibelum ioptimalnya iketerlibatan imasyarakat 

idalam ipengawasan. 

 

5.2 Saran 

Saran idalam ipenelitian iini iadalah isebagai iberikut iBerdasarkan ipembahasan iyang 

idikemukakan ipada ibab-bab iterdahulu, ipenyusun imemberikan irekomendasi isebagai 

iberikut: 

1.  iPenguatan iregulasi idan ipenguatan ihukum 

a. Pemerintah iperlu imemperkuat iregulasi iyang imengatur idistribusi iBBM 

ibersubsidi idengan imenerapkan isanksi iyang ilebih itegas iterhadap ipelaku 

ipenyalahgunaan. 

b. Meningkatkan iefektivitas ipenegakan ihukum iterhadap ioknum iyang imenimbun 

idan imemperjual-belikan iBBM ibersubsidi isecara iilegal. 

2. i iOptimalisasi iSistem iPengawasan iBerbasis iTeknologi 

a. Penggunaan isistem iinformasi idan iteknologi iseperti iMyPertamina iharus iterus 

idikembangkan iagar ilebih iefektif idalam imendeteksi ipenyimpangan. 

b. Pemanfaatan iteknologi iseperti iGPS itracking iuntuk imemantau idistribusi iBBM 

idari idepo ihingga ike iSPBU. 

3. i iPeningkatan iKoordinasi iAntar iInstansi 

a. Memperkuat isinergi iantara iBPH iMigas, iKepolisian, iPemerintah iDaerah, idan 

iPertamina iuntuk imenghindari ikebocoran idistribusi iBBM ibersubsidi. 
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b. Meningkatkan itransparansi idata idistribusi iBBM iagar imasyarakat ijuga idapat 

iberperan idalam ipengawasan. 

4. iEdukasi idan iSosialisasi ikepada iMasyarakat 

a. Pemerintah idan iinstansi iterkait iperlu imelakukan isosialisasi iyang ilebih iintensif 

imengenai iaturan ipenggunaan iBBM ibersubsidi iagar imasyarakat imemahami 

ihak idan ikewajibannya. 

b. Mengedukasi imasyarakat itentang idampak inegatif ipenyalahgunaan iBBM 

ibersubsidi iterhadap iekonomi inegara idan ikesejahteraan irakyat. 

Dengan ilangkah-langkah itersebut, idiharapkan ipengawasan idistribusi iBBM 

ibersubsidi idapat ilebih iefektif idan itepat isasaran, isehingga imanfaat isubsidi idapat 

idinikmati ioleh imasyarakat iyang ibenar-benar imembutuhkan. 
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iBakar iKhusus iPenugasan i(JBKP) iPertalite. 
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Peraturan iBPH iMigas iNomor i1 iTahun i2024 itentang iPenyaluran iJenis iBahan iBakar 

iMinyak i(BBM) iTertentu i(JBT) idan iJenis iBBM iKhusus iPenugasan i(JBKP). 

 

Peraturan iGubernur iNomor iG/125/B.04/HK/2022: iDitetapkan ipada i15 iFebruari 

i2022, ikeputusan iini imembentuk iSatuan iTugas iMonitoring iPengendalian idan 

iPengawasan iPendistribusian iBBM idan iLPG iBersubsidi idi iProvinsi iLampung. 

 

Surat iEdaran iNomor i045.2/3437/V.25/2022 itanggal i21 iSeptember i2022 itentang 

iPengawasan iJenis iBBM iTertentu idan iJenis iBBM iKhusus iPenugasan, iyang 

iditujukan ikepada iBupati/ iWalikota ise-Provinsi iLampung iuntuk imelakukan 

ilangkah-langkah ipengawasan ipenyaluran iBBM iSolar idan iBBM iPertalite. 

 

Surat iEdaran iNomor i045.2/3308/V.25/2022 itanggal i12 iSeptember i2022 itentang 

iHimbauan iPenggunaan iBahan iBakar iMinyak iUmum iyang iditujukan ikepada 

iASN idi iLingkungan iPemerintah iProvinsi iLampung iuntuk imemberikan 

iketeladanan ikepada imasyarakat iserta iupaya iturut iserta iberkontribusi 

imeringankan ibeban isubsidi ipemerintah idengan imenggunakan iBahan iBakar 

iMinyak iUmum. 

 

Keputusan iGubernur iLampung iNomor i89 iTahun i2024: iKeputusan iini imembentuk 

iSatuan iTugas iMonitoring iPengendalian idan iPengawasan i20 iPendistribusian 

iBBM idan iLPG iBersubsidi idi iProvinsi iLampung, idengan itujuan 

imeningkatkan iefektivitas ipengawasan idistribusi iBBM ibersubsidi. 

 

 

Sumber iLainnya 

Jenis ibahan ibakar, ipertamina ione isolution, 

ihttps://onesolution.pertamina.com/Insight/Page/JenisBahanBakar i(Diakses 

ipada i15 iJuni i2024 ipukul i12:30) i 

https://pertaminapatraniaga.com/ i(diakses ipada i9 ijanuari i2025 ipukul i00.33 iwib) 

https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-

pengawasan-82 i(Diakses ipada itanggal i10 ifebruari i2025 ipukul i18:51 iWIB) 

https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-

lingkup-hukum-administrasi-negara i(Diakses ipada itanggal i10 ifebruari i2025 

ipukul i19:14 iWIB) 

https://www.bphmigas.go.id/wujudkan-energi-berkeadilan-melalui-pengendalian-

dan-pengawasan-bbm-subsidi-dan-kompensasi/ i(Diakses ipada itanggal i15 

ifebruari i2025 ipukul i13:38) 

https://kalbarprov.go.id/berita/optimalisasi-pengawasan-dan-penyaluran-bbm 

i(diakses ipada itanggal i15 ifebruari i2025 ipukul i18:41 iWIB) 

https://industri.kontan.co.id/news/pertamina-patra-niaga-dukung-kepolisian-

ungkap-oknum-penimbun-elpiji-3-kg? i(Diakses ipada itanggal i15 ifebruari 

i2025 ipukul i18: i45) 

https://onesolution.pertamina.com/Insight/Page/JenisBahanBakar
https://pertaminapatraniaga.com/
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https://www.bphmigas.go.id/pemerintah-daerah-berperan-penting-dalam-

pengawasan-penyaluran-bbm-subsidi-dan-kompensasi/ i(Diakses ipada 

itanggal i15 ifebruari i18:48 iWIB) i 

https://www.bphmigas.go.id/bph-migas-peran-masyarakat-dalam-pengawasan-

bbm-subsidi-sangat-penting/ i(Diakses ipada itanggal i15 ifebruari i2025 ipukul 

i18:56 iWIB) i 

https://www.bphmigas.go.id/agar-hak-masyarakat-terpenuhi-distribusi-bbm-

subsidi-harus-tepat-sasaran/ i(Diakses ipada itanggal i15 ifebruari i2025 ipukul 

i20:33 iWIB) 

https://www.bphmigas.go.id/wp-content/uploads/2022/07/Fre-1k i(Diakses ipada 

itanggal i16 ifebruari i2025 ipukul i19:33 iWIB) 

https://www.bphmigas.go.id/wp-content/uploads/2022/07/Fre-1k i(Diakses ipada 

itanggal i16 ifebruari i2025 ipukul i19:33 iWIB) 

https://www.bphmigas.go.id/pastikan-bbm-subsidi-tepat-sasaran-bph-migas-

sosialisasi-peraturan-lakukan-pengawasan/ i(Diakses ipada itanggal i17 

ifebruari i2025 ipukul i00:33 iWIB) 

https://www.pertamina.com/id/news-room/energia-news/gencar-sosialisasikan-

program-subsidi-tepat-pertamina-tingkatkan-sinergi-dengan-stakeholder 

i(diakses ipada itangga; i10 ijanuari i2025 ipukul i03:45 iWIB) 

https://www.bphmigas.go.id/wujudkan-energi-berkeadilan-melalui-pengendalian-

dan-pengawasan-bbm-subsidi-dan-kompensasi/ i(Diakses ipada itanggal i25 

ijanuari i2025 ipukul i13:38) 

https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertamina-implementasikan-

pengawasan-bbm-di-spbu-melalui-sistem-pos i(diakses ipada itanggal i14 

ijanuari i2025 ipukul i00:01 iWIB) 

https://www.pertamina.com/id/news-room/news-release/perkuat-pengawasan-

internal-pertamina-terapkan-smap-wbs i(Diakses ipada itanggal i24 iJanuari 

i2025 ipukul i11:57 iWIB) 

https://migas.esdm.go.id/post/Mulai-1-April,-Pemerintah-Perketat-Pengawasan-

Konsumsi-BBM-Subsidi i(Diakses ipada itanggal i25 ijanuari i2025 ipukul i12:20 

iWIB) 

https://www.bphmigas.go.id/bph-migas-dorong-pemerintah-provinsi-wujudkan-

kerja-sama-pengawasan-penyaluran-bbm-subsidi-dan-bbm-kompensasi/ 

i(Diakses ipada itanggal i17 ifebruari i2025 ipukul i02:03 iWIB) 

https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kementerian-esdm-kejagung-

ri-perkuat-pengawasan-distribusi-bbm-subsidi i(Diakses ipada itanggal i17 

ifebruari i2025 ipukul i02:05 iWIB) 
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https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/sinergi-dengan-polri-bph-

migas-selamatkan-uang-negara-rp1034-miliar i(Diakses ipada itanggal i17 

ifebruari i2025 ipukul i02:10 iWIB) 

https://www.bphmigas.go.id/bph-migas-jalin-sinergi-dengan-kpk-untuk-perkuat-

pengawasan-sektor-hilir-migas/ i(Diakses ipada itanggal i17 ifebruari i2025 

ipukul i02:20 iWIB) 

 


